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MOTTO

G5alad &85 A1) 5855 Ll Gall 1 sl Vs

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan
kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran,
sedangkan kamu mengetahuinya.*

(Q.S. Al-Bagarah [2] ayat 42)

1 https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2/42 diakses pada
tanggal 17 Juni pada pukul 10.35 WIB.
iv



https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2/42

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Drs. Baharudddin dan Fitriana, S.Sos.

Dua insan mulia yang telah membesarkan penulis. Dibalik
suksesnya penulis terutama dalam dunia pendidikan, yang selalu
memberikan support di setiap langkah, keinginan dan cita-cita,
yang telah memberikan kasih sayang penuh dan senantiasa
memanjatkan doa yang luar biasa kepada penulis serta
memberikan dukungan moral dan material. Segala bentuk terima
kasih penulis berikan atas pengorbanan dan kerja kerasnya dalam
mendidik dan membiayai hidup penulis, semoga ayah dan ibu
selalu diberikan umur panjang dan tetap dalam lindungan Allah
SWT. serta diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adik-adik Tercinta

Fidia Harfiana, Filyati Hartriana dan Fikra Harfana

Adik-adik yang telah menjadi alasan penulis untuk lebih
bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kalian
senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. serta dan dapat meraih
cita-cita kalian setinggi-tingginya.



vi



PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem
Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama Rl No. 158/1987
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987
tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf | Nama Huruf Keterangan
Arab Latin
\ Alif - Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
J Ra R Er
B Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ya
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za Z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
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3 Qaf Q Ke

4 Kaf K Ka

Jd Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

g Wawu W We

° Ha H Ha

3 Hamzah ' Apostrof
< Ya Y Ya

B.

E.

Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap
Contoh: 4 x.ditulis Mugaddimah
Vokal
1. Vokal Tunggal
Fathah ditulis “a”. Contoh: zditulis fataha
Kasrah ditulis “i”. Contoh: al=ditulis ‘alimun
Dammah ditulis “u”. Contoh: <ditulis kutub
2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.
Contoh : & ditulis aina
Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.
Contoh: Js=ditulis haula
Vokal Panjang
Fathah ditulis “a”. Contoh: gb = ba ‘a
Kasrah ditulis “i”. Contoh: le= ‘ali mun
Dammah ditulis “u”. Contoh: s sle= ‘ulizmun

Hamzah
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Huruf Hamzah (<) di awal kata tulis dengan vokal tanpa
didahului oleh tanda apostrof (*). Contoh: Olw= iman
Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata <) yang terbentuk frase nomina

ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: 4lxeditulis

‘Abdullah

. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata
yang dimulai dengan huruf gamariyah maupun
syamsiyah.

2. Huruf “a” pada kata sandang

(13 2

al-” tetap ditulis
dengan huruf kecil.

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata
“Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

. Ta marbutah (3)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: 3_&!

ditulis al-bagarah. Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh: Jwll 3\ ditulis zakah al-mal atau zakatul mal.



ABSTRAK

Kota Parepare merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi
Selatan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang diikuti
dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan. Hal tersebut
menuntut pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat,
salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam lalu
lintas seperti pelayanan parkir yang memadai. Pemerintah Kota
Parepare menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Namun, masih banyak permasalahan parkir yang terjadi seperti
petugas parkir yang memberikan tarif melebihi Peraturan Daerah.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik
pembayaran tarif parkir di Kota Parepare Sulawesi Selatan
terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan
pandangan Hukum Islam terhadap tarif parkir di Kota Parepare.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research)
dan pendekatan yuridis empiris. Dalam melakukan analisis
menggunakan metode deskriptif analisis yaitu prosedur atau cara
yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan
memaparkan keadaan obyek yang diselidiki, sebagaimana adanya
fakta aktual yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif parkir yang diberikan
oleh petugas parkir tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Parepare  Nomor 2 Tahun 2012 yang berlaku melainkan
berdasarkan kemauan pribadi. Dan berdasarkan akad ljarah
terdapat syarat yang belum terpenuhi dari salah satu rukun yaitu
syarat jumlah yang tidak diketahui dengan jelas dan detail pada
rukun upah. Rukun upah atau ujroh diindikasikan belum
terpenuhi dalam praktik parkir di Kota Parepare dikarenakan
petugas parkir selama ini tidak memberikan karcis retribusi dan
penjelasan mengenai biaya parkir yang seharusnya dibayarkan
sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Akad ljarah, Tarif Parkir, Parepare
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
didefinisikan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan
berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan
ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan definisi
lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu
kendaraan berhenti untuk beberapa saat selagi tidak
dilakukan di tengah jalan raya dan tempat-tempat tertentu
serta selama tidak adanya rambu-rambu, marka atau tanda
larangan lainnya. Melainkan menempatkannya di sisi
jalan lalu ditinggalkan oleh pengemudinya dan tidak
semata-mata untuk keperluan menaikkan ataupun
menurunkan orang atau barang.?

Kota Parepare adalah salah satu kota di Provinsi
Sulawesi Selatan yang berkembang pesat dengan
bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu
serta diikuti meningkatnya kepemilikan kendaraan.
Pasalnya, saat ini kendaraan menjadi kebutuhan penting
bagi kebanyakan masyarakat karena merupakan alat

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

2 Andy Prasetyo Utomo, "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi
Parkir Di Universitas Muria Kudus", Jurnal Simetris, vol. 3, no. 1, 2013, 2.
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transportasi untuk membantu dalam melakukan berbagai
aktivitas, sehingga mengakibatkan padatnya arus lalu
lintas di jalan umum dan meningkatnya kebutuhan area
parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan. Kondisi
ini  tentunya  menuntut  pemerintah sebagai
penyelenggara pelayananan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat dengan
menyadiakan fasilitas sarana dan prasarana dalam lalu
lintas seperti menyediakan pelayanan parkir yang
memadai.

Pemerintah dalam menentukan area parkir tidak
serta merta dapat disediakan di sembarang tempat,
diperlukan kajian mendalam agar dampak dari area
parkir tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan
umum demi kenyamanan pengemudi lain, selain itu
menyediakan petugas parkir yang dapat mengatur
kendaraan agar tertata rapi dan tertib. Keberadaan
petugas parkir sekaligus dapat menjaga kendaraan dari
pencurian dan bentuk bahaya lainnya.®

Tempat parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu
parkir di badan jalan (on street parking) adalah tempat
yang dianggap tepat digunakan pengemudi untuk
memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum, jenis
parkir ini menggunakan sebagian jalan untuk dijadikan
tempat pemberhentian yang biasanya terjadi di area

% Septiani Wulandari, "Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD
Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda”, eJournal limu
Administrasi Negara, vol. 3, no.1, 2015, 2 .



perkotaan atau area yang dominanan dengan kegiatan
komersial. Sedangkan parkir di luar badan jalan (off
street parking) adalah fasilitas yang dibuat khusus
berupa ruang parkir di luar tepi jalan umum, bentuk dari
fasilitas parkir yang disediakan berupa lahan parkir dan
gedung parkir.*

Setelah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan
memberikan fasilitas berupa area parkir beserta petugas
parkir, selanjutnya yaitu menentukan pungutan terhadap
fasilitas tersebut. Hal ini telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi
Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan
salah satu unsur penting penunjang Pendapatan Asli
Daerah (PAD) untuk peningkatan pembangunan dalam
rangka memberikan layanan bagi masyarakat.®

Pada umumnya, retribusi daerah merupakan
kontributor terbesar kedua setelah pajak daerah. Retribusi
daerah merupakan pungutan yang dilakukan Pemerintah
Daerah kepada wajib retribusi dan terdapat kontrapretasi

4 Eko Ari Purnomo, dkk., “Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Untuk
Fakultas Teknik Univesitas Diponegoro Kampus Tembalang”, Jurnal Karya
Teknik Sipil, vol. 3, no. 4, 2014, 2.

> Kahar Haerah, "Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember", Jurnal Politico, vol. 18, no. 1,
2018, 9.



(imbalan) langsung yang diberikan kepada wajib retribusi
karena retribusi daerah ini dipungut atas pelayanan atau
pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.®

Dalam penangan terhadap permasalahan parkir yang
terjadi  disetiap daerah termasuk Kabupaten/Kota,
pemerintah telah mengatur dan menetapkannya ke dalam
Peraturan Daerah/Walikota. Sebagai salah satu kota yang
berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota
Parepare menetapkan dan memberlakukan Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 yang
mengatur tentang retribusi jasa umum dan Peraturan
Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur
tentang lokasi parkir di tepi jalan umum dalam Kota
Parepare, peraturan yang dikeluarkan tersebut dibuat agar
adanya kejelasan aturan bidang perparkiran dan untuk
menghindari adanya pungutan liar yang terjadi dari pihak
lain, karena pungutan liar sama halnya dengan korupsi
yang pada intinya adalah tindakan sama-sama
mempergunakan kekuasaan untuk memperkaya diri
dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.’

Untuk  mengurangi permasalahan bidang
perparkiran,  Dinas Perhubungan Kota Parepare

® Tri Maryugo Hawati, Rina Oktaviani & A. Faraboy Falatehan,
“Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
Kota Tangerang Selatan”, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, vol. 19, no. 1,
2017, 4.

7 | Wayan Arsa Yogi Wiguna, | Nyoman Sujana & | Nyoman Gde
Sugiartha, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli),
Jurnal Preferensi Hukum, vol. 1, no. 2, 2020, 2.



berusaha untuk mengoptimalkan fasilitas parkir yang
ada dengan melakukan penertiban oknum-oknum yang
memungut tarif melebihi atau tidak sesuai dengan
peraturan yang telah ditentukan, sehingga dapat
memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir
dan terus mengkoordinir kebijakan bidang perpakiran
dengan melakukan pendataan terhadap titik-titik parkir
yang ada.

Dalam mengoptimalkan petugas parkir, Dinas
Perhubungan melakukan pelatihan, pengarahan dan
pengawasan agar pelayanan yang dilakukan lebih
maksimal serta memperhatikan jumlah kendaraan yang
terus bertambah untuk memberikan gambaran akan
meningkatnya kebutuhan lahan parkir yang memadai.®

Ada banyak permasalahan parkir yang terjadi di
Kota Parepare, salah satu permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah petugas parkir yang
memberikan tarif tidak sesuai Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Umum. Tarif yang dipungut oleh petugas parkir yang
mana tidak sesuai sebagaimana Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Umum apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu
akad ljarah dan bagaimana pandangan hukum Islam
(akad ljarah) terhadap praktik tersebut.

& Moh. Faisal, "Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir
Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu",
eJurnal Katalogis, vol. 5, no.4, 2017, 8.



Maka dari itu, penulis merasa perlu membahas dan
meneliti secara mendalam agar memperoleh kejelasan
tentang permasalah ini, serta mengkaji bagaimana
pandangannya dalam Hukum Islam yaitu akad ljarah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota
Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis
Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor
2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti
sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti dari
penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana praktik pembayaran tarif parkir di
Kota Parepare Sulawesi Selatan terhadap
Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 2 Tahun 2012?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tarif
parkir di Kota Parepare?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui praktik pembayaran parkir di

Kota Parepare Sulawesi Selatan terhadap

Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare



Nomor 2 Tahun 2012

b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam

terhadap pembayaran parkir di Kota Parepare
2. Adapun kegunaan yang akan diperoleh dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk
mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai
sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang
selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

b. Bagi akademik, penelitian ini dapat memberikan
kontribusi pemikiran untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan serta dapat dijadikan referensi dalam
penelitian  selanjutnya dalam  topik  yang
berkaitan, baik dalam melengkapi ataupun
melanjutkan.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini  dapat
memberikan gambaran kepada masyarakat
sehingga dalam menjalankan kegiatan sesuai
dengan aturan dan syariat islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan
gambaran tentang hubungan pada topik yang akan
diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan
oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada
pengulangan dalam penelitian ini. Parkir merupakan
suatu permasalahan yang dalam penelitian sebelumnya
sudah banyak yang membahas, antara lain:



Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh
Asriyanti Azis, fakultas ilmu sosial dan ilmu
politik (Universitas Muhammadiyah Makassar 2020)
dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar
Oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya”.
Pada penelitian ini membahas tentang pelanggaran
aktivitas di lokasi parkiran yang dimanfaatkan oleh juru
parkir liar tidak bertanggung jawab sehingga
menimbulkan kemacetan di titik wilayah tertentu, maka
dari itu dilakukan penindakan pengawasan oleh
Perusahaan Daerah (PD) parkir Makassar Raya yaitu
dengan melaksanakan pengawasan Preventif untuk
mencegah adanya tindakan penyimpangan yang terjadi
dilapangan dengan menentukan titik area parkir khusus
yang tidak bolen sama sekali dijadikan sebagai lahan
parkiran dan pengawasan Represif yaitu dengan
melaksanakan penerbitan dan pengarahan yang telah
terlaksana untuk memberikan peluang bagi juru parkir
liar menjadi resmi dengan memberikan edukasi parkiran
sesuai dengan kebijkan yang berlaku.® Sedangkan dalam
penelitian ini membahas petugas parkir yang tergolong
resmi tetapi melakukan pelanggaran terhadap pemberian
tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan Dwi
Santika, fakultas syariah (UIN Raden Intan Lampung

9 Asriyanti  Azis, “Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya”, Skripsi Universitas
Muhammadiyah Makassar (Makassar, 2020).



2018/2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif
(Studi Pada Parkiran Buccheri Bandar Lampung)”.
Pada penelitian ini membahas tentang Pembayaran sewa
parkir secara fluktuatif (menetapan tarif secara naik
turun atau tidak ada ketetapan yang sesungguhnya)
pengguna jasa parkir merasa dirugikan karena mereka
tidak mendapatkan tarif yang sesuai dengan Peraturan
Daerah yang sudah disepakati dan hal ini tidak sesuai
dalam Hukum Islam karna terdapat unsur riba, riba
berati pengambilan tambahan dari harta pokok atau
modal secara batil. Jadi tujuan adanya praktik yang
dilakukan menurut Islam haruslah mengikuti kesesuaian
Hukum Islam karena dari akibat itu timbullah sebuah
kezaliman terhadap konsumen dan timbul sebuah unsur
keribaan, sedangkan perbuatan zalim dan riba hukumnya
haram dalam Islam.? Dibandingkan dengan penelitian
tersebut, memiliki kesamaan dengan penelitian ini
karena membahas tarif parkir yang tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah dan ditinjau dengan Hukum Islam,
perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas tinjauan
Hukum Islam yang berfokus pada akad ljarah.

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh
Muhammad Taher, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

19 pwi santika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa
Parkir Secara Fluktuatif (Studi Pada Parkiran Buccheri Bandar Lampung)”,
Skripsi UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2018/2019).
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2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan
Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas
Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara”. Pada
penelitian ini membahas tentang masalah tata letak
perparkiran kendaraan, selain itu masih banyak juru
parkir liar yang beroperasi di daerah Padang Lawas
Utara dan tidak ada penindakan dari pihak dinas yang
mengatur tentang parkir liar. Ditambah lagi hasil dari
retribusi parkir diduga tidak diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai
pengawas dan pengelola parkir, melainkan dinikmati
oleh para juru parkir liar dan tak jarang dibagi-bagikan
kepada preman setempat. Sehingga Pemerintah Daerah
tidak mempunyai masukan dari hasil retribusi/sewa
parkir yang mengakibatkan pembangunan fasilitas
parkir kurang efektif dan efisien."* Dari beberapa
permasalahan skripsi tersebut, terdapat perbedaan
karena dalam skripsi ini membahas permasalahan
petugas parkir resmi yang beroperasi di beberapa titik
yang telah ditentukan Dinas Perhubungan tetapi dalam
pemberian tarif tidak sesuai dengan Peraturan Daerah,
adapun perbedaan lainnya yaitu dalam skripsi ini hasil

11 Muhammad Taher, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam
Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas
Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara”, Skirpsi Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (Medan, 2018).
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penyetoran parkir diberikan kepada Dinas Perhubungan.

Keempat, hasil penelitian Zola Cholida Helyanty,
fakultas syariah dan hukum (UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2017) dengan judul “Aspek Hukum
Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi
Parkir Di Kabupaten Madiun”. Pada penelitian ini
membahas perlindungan konsumen terhadap penarikan
retribusi parkir dan hak konsumen untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila jasa
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya oleh pelayanan jasa parkir di Kabupaten
Madiun.*? Perbedaan yang terdapat dalam penelitian
tersebut terletak pada teori yang digunakan yaitu teori
Hukum Perlindungan Konsumen terhadap masyarakat
yang dirugikan apabila jasa tidak sesuai dengan
perjanjian, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan
teori Hukum Islam vyaitu akad ljarah dan analisis
Peraturan Daerah terhadap jasa petugas parkir dalam
pemberian tarif yang tidak sesuai peraturan.

Kelima, hasil penelitian Hafifah Amini, fakultas
syariah dan hukum (UIN Sumatera Utara Medan Timur
2021) dengan judul ‘“Pengelolaan Dan Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Figh
Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun
2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit

12 7ola Cholida Helyanty, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen
Atas Penarikan Retribusi Parkir Di Kabupaten Madiun”, Skripsi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2017).
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Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”. Pada
penelitian ini membahas pengelolaan parkir dan aturan
retribusi pengelolaan parkir Kota Medan menurut Perda
Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tidak sesuai dengan
yang terjadi dilapangan karna pemberian tarif lebih
banyak serta membahas tinjauan figh siyasah terhadap
pengutipan pajak retribusi di Kota Medan Nomor 7
Tahun 2002 tidak sesuai siyasah maliyah yang
diterapkan oleh pemerintah tetapi sesuai dengan siyasah
dusturiyah.®® Persamaan pada penelitian tersebut terletak
pada objek penelitian yaitu petugas parkir yang memberi
tarif lebih tidak sesuai Perturan Daerah, adapun
perbedaan  pada  penelitian  tersebut  ditinjau
menggunakan figh siyasah, sedangkan dalam penelitian
ini ditinjau menggunakan akad ljarah.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan di atas,
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari
beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini
berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir
Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis
Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum) yang
membahas praktik pembayaran parkir yang ada di Kota

13 Hafifah Amini, “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir
Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan
Nomor 7 Tahun 2022 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit
Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”, Skripsi UIN Sumatera Utara
Medan, (Medan, 2021).
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Parepare melebihi atau tidak sesuai Penerapan Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum serta ditinjau dalam Hukum Islam
yaitu akad ljarah.

. Kerangka Teori
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar
belakang masalah dan identifikasi masalah yang cukup
luas sebagaimana yang telah diuraikan peneliti, maka
perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti. Fokus
penelitian yang dilakukan adalah analisis praktik
pembayaran tarif parkir yang terjadi di Kota Parepare
terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum serta
ditinjau dalam Hukum Islam yaitu akad ljarah.
1. Pengertian Akad ljarah
Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna
atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas
barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian
ijjarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah, yaitu
akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Dalam Hukum Islam istilah orang yang
menyewakan disebut Mu’jir, orang yang menyewa
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atau penyewa disebut Musta’jir, benda yang
disewakan disebut Ma’jur dan uang sewa atau
imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut
Ujrah.*

2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam
ketentuan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, yang dimaksud Peraturan
Daerah (Perda) adalah peraturan Perundang-
Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama
Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota,
tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih
lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan
keharusan bagi suatu daerah dalam rangka
penyelenggaraan kewenangannya untuk mengatur
urusan rumah tangga daerah atau urusan

14 Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum
Penerapan Akad ljarah Dan Inovasi Dari Akad ljarah Dalam Perkembangan
Ekonomi Syariah Di Indonesia", Jurnal Fundamental Justice, vol. 1, no.2, 2020,
4.
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pemerintahan daerah.’> Kewenangan Pemerintah
Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah
merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum
pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi
masyarakat serta mengatasi berbagai masalah yang
timbul di masa yang akan datang dalam rangka
otonomi daerah.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, hal ini
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 yang kemudian diganti dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
secara lengkap memuat pengaturan baik menyangkut
sistem, asas, jenis dan materi muatan proses
pembentukan yang dimulai dari perencanaan,
persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan,
pembahasan dan pengesahan, pengundangan serta
penyebarluasan.®

F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

15 Nanang Al-Hidayat, "Impelementasi Legal Drafting Dalam Proses
Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", Jurnal Serambi Hukum, vol.
11, no. 01, 2017, 5.

16 Marten Bunga, “Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal
Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, Jurnal Hukum & Pembangunan,
vol. 49, no. 4, 2019, 3-4.
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan
(field research) yaitu mengamati secara langsung
dengan objek yang akan diteliti untuk mendapatkan
data yang relevan.'’ Penlitian lapangan ini dilakukan
di beberapa lokasi parkir di Kota Parepare yaitu
Taman Anak-Anak Cappa Galung JI. Mattiro Tasi,
Patung Kuda JI. Mattirotasi, Kimia Farma JI. Bau
Massepe dan Alfamart JI. Lasinrang.

Metode penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif yaitu proses penelitian untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang
masalah-masalah manusia dan sosial.'®* Metode
penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data
yang didapatkan di lapangan berupa
observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu
penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan
di masyarakat atau penelitian yang dilakukan
terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat
dengan maksud menemukan fakta-fakta yang
dijadikan data penelitian, kemudian data tersebut

17 Asti Ananda, dkk., “Pengaruh Keberadaan Pengemis Terhadap
Kenyamanan Pengendara Di Kota Makassar”, Jurnal Pena, vol. 6, no. 2, 2019,
3.

8 Arul Wahidin, Saifullah & Tabrani, Metodologi Penelitian
Kualitatif Dan Grounded Theory, (Banda Aceh: Rektor UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, 2015), 86.
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dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.™

Pendekatan penelitian ini  dilakukan dengan

memadukan bahan-bahan hukum vyaitu data yang

terdapat dari landasan teori dengan data yang

diperoleh di lapangan.

3. Sumber Data
a. DataPrimer
Data primer adalah jenis data yang

dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber
utama melalui wawancara, survei, eksperimen, dll.
Data primer dalam penelitian ini adalah
wawancara yang dilakukan kepada Helmi, Rifaldi,
Hasrudi dan Ismail selaku petugas parkir di
beberapa titik dalam Kota Parepare, Dewi, Ica,
Firman, Majid dan Jems selaku pengguna jasa
parkir di Kota Parepare dan kepada HM Iskandar
Nusu, Aryun Handayana dan Kurniawan selaku
pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data historis

yang telah tersedia dan dikumpulkan sebelumnya,
umumnya data sekunder diperoleh melalui
publikasi resmi yang di share sehingga dapat

19 Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian
Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,
Jurnal Gema Keadilan, vol. 7, No. 1, 2020, 8-9.
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digunakan oleh peneliti.?® Dalam penelitian ini
menggunakan data terkait Hukum Islam vyaitu
akad ljarah dan Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Umum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan
mengumpulkan data secara langsung dari lapangan
yang berkaitan dengan permsalahan tarif parkir yang
tidak sesuai Peraturan Daerah. Teknik pengumpulan
data peneliti, dengan melakukan:
a. Observasi
Observasi merupakan cara atau metode
menghimpun  keterangan atau data yang
dilakukan dengan melakukan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap fenomena
yang akan dijadikan sasaran pengamatan.*
Penelitian ini dilakukan dengan mengamati
pembayaran tarif parkir di Kota Parepare.
b. Wawancara
Wawancara adalah  metode yang
digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai
perilaku atau pengalaman dari responden
terhadap fenomena sosial yang terjadi, metode ini
digunakan ketika subjek penelitian (responden)

2 Abdul Rahman, dkk., “Metode Penelitian Ilmu Sosial ”, (Bandung:
Penerbit Widina Bhakti Prasada, 2022), 14.

21 Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia
Pendidikan Dan Pengajaran”, Lentera Pendidikan, vol. 11, no. 2, 2008, 2.
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dan peneliti bertemu lalu berinteraksi secara
langsung dalam proses mendapatkan informasi
bagi keperluan data primer.

Wawancara digunakan untuk untuk
mendapatkan informasi yang berhubungan
dengan fakta yang terjadi untuk memenuhi tujuan
penelitian.?? Penelitian ini dilakukan dengan
mewawancarai petugas parkir yaitu Helmi di
Taman Anak-Anak Cappa Galung JI. Mattiro
Tasi, Rifaldi di Patung Kuda JI. Mattirotasi,
Hasrudi di Kimia Farma JI. Bau Massepe dan
Ismail di Alfamart JI. Lasinrang, pengguna jasa
parkir dan pegawai Dinas Perhubungan Kota
Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam arti luas berupa
setiap proses pembuktian yang didasarkan atas
jenis dan sumber apapun, baik yang bersifat
tulisan, lisan dan gambaran. Dalam hal ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa dokumentasi adalah
sumber data yang digunakan dalam melengkapi
penelitian berupa surat, catatan harian, laporan,
rekaman suara/vidio dan foto.?* Penelitian ini
dilakukan dengan mengambil gambar (Foto).

5. Teknik Analisis Data

22 Mita Rosaliza “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam
Penelitian Kualitatif”, Jurnal Ilmu Budaya, vol. 11, no. 2, 2015, 1.

23 Natalia Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian
Kualitatif’, Wacana, vol. 13, no. 2, 2014, 2.
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan
studi kepustakaan. Adapun analisis data dalam sebuah
penelitian merupakan bagian yang sangat penting
karena dengan analisis inilah data akan nampak
manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah
penelitian dan mencapai tujuan akhir dalam penelitian.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini
menggunakan 3 tahap, yang pertama reduksi data (data
reduction) yaitu proses pemilihan lalu mempersingkat
seperti membuang hal-hal yang dianggap tidak penting
dari catatan pengumpulan data sampai tersusun dengan
lengkap, yang kedua penyajian data (data display) yaitu
sekumpulan informasi dalam penelitian berupa
pengambilan data, gambar dan sebagainya, yang ketiga
kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing atau
verification) vyaitu upaya untuk mencari makna
penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang
telah dianalisis, kesimpulan atau verifikasi dalam
penelitian merupakan hasil dari penelitian yang telah
dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan
mudah dipahami.*

G. Sistematika Penelitian
BAB | :PENDAHULUAN

24 Imran, dkk., “Budaya Literasi Melalui Program GLS Dalam
Menumbuhkembangkan Minat Baca Siswa SD Negeri Melayu”, Jurnal
Penelitian Dan Penalaran, vol. 4, no. 1, 2017, 4.



BAB Il

BAB IlI

BAB IV

21

Pada bab ini berisi pendahuluan terkait
latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metodologi
penelitian dan sistematika penelitian
yang akan diteliti oleh penulis.

AKAD [JARAH (UPAH) DAN
PARKIR

Pada bab ini membahas landasan teori
terkait ketentuan umum akad ljarah dan
ketentuan umum parkir.

PRAKTIK PEMBAYARAN TARIF
PARKIR DI KOTA PAREPARE

Pada bab ini berisi profil Kota Parepare,
Peraturan tentang parkir di Kota
Parepare, Praktik pembayaran tarif parkir
di Kota Parepare.

ANALISIS PENERAPAN
PERATURAN DAERAH DAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP TARIF PARKIR DI KOTA
PAREPARE

Pada bab ini membahas secara lengkap
data yang diperoleh berupa penerapan
praktik pembayaran tarif parkir di Kota
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Parepare terhadap Penerapan Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan
tinjauan Hukum Islam yaitu akad ljarah
terhadap data yang diperoleh saat
melakukan pengumpulan data.

: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan
penelitian yang dilakukan dan saran.
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AKAD IJARAH (UPAH) DAN PARKIR

A. Akad ljarah
1. Pengertian Akad ljarah

ljarah merupakan salah satu pokok pembahasan
dalam ruang lingkup figih muamalah yang memiliki
peranan penting dalam hubungan antara manusia
dengan manusia lainnya. Seseorang yang hendak
melakukan sesuatu namun tidak memiliki tenaga
untuk melakukannya, maka ia membutuhkan bantuan
tenaga orang lain dengan memberi imbalan terhadap
kegiatan yang dilaksanakannya.

Didalam Kkitab Al-Igna’, Tjarah secara istilah
adalah :

Q
% 5 2 — o a% :‘64’ o
5 da g iy (s 52y dadia LG

“kepemilikan manfaat yg diganti dengan
syarat tertentu”!

Lafal Al-ljarah berarti sewa, upah, jasa, atau
imbalan. Al-ljarah merupakan salah satu bentuk
kegiataan muamalah dalam memenuhi keperluan
hidup manusia. Seperti sewa-menyewa, kontrak, atau
menjual jasa dan lain-lain.?

! Syaikh Syamsudin Muhammad Bin Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, Al-
Igna’, (Beirut : Darul Kitab Alamiyah, 1994) 140.

2 Syaikhu, Ariyadi & Norwili, Figih Muamalah (Memahami Konsep
dan Dialekta Kontemporer”, (Yogyakarta: K-Media Yogyakarta, 2020), 146.

22



23

ljarah menurut bahasa merupakan isim (nama)
bagi sewaan, sedang- kan menurut syara' ialah
memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan
(pembayaran) berdasarkan persyaratan-persyaratan di
dalamnya.?

Dalam kitab Kifayatul Akhyar, ijarah adalah
segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan tanpa
berkurang kemanfaatannya adalah sah untuk
disewakan jika pemanfaatan itu ditemukan masanya
atau volume kerjanya.’

Dalam Kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa
Lafazh “ljarah™ dengan dibaca kasrah huruf
hamzahnya menurut pendapat yang masyhur, dan
satu pendapat membaca dhammah hamzahnya.
Adapun ljarah menurut bahasa ialah nama bagi suatu
upah. Sedangkan menurut syara' ialah suatu bentuk
akad atas kemanfaatan yang maklum (diketahui),
yang dikehendaki/dituju (dari kemanfaatannya suatu
barang).’

Adapun  beberapa definisi ijarah  dalam
pandangan Ulama figih, sebagai berikut:

3 Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Terjemahan
Fat’ul Mu’in Jilid 2, Terj. Dari o=l &% oleh Moch. Anwar dkk, (Bandung :
Sinar Baru Algensindo, 2014) 933.

4 Al-Imam Tagiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul
Akhyar Jilid 2, Terj. Dari Jua¥1 4 oleh Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori,
(Surabaya : Bina limu, 1997) 183
> Syekh At-Allamah Muhammad bin Qasim at-Ghazi, FIQH IDOLA; Terjemah
Fathul Qarib, terj. dari <!l cu il =8 oleh Abu Hazim Mubarok, ( Kediri:
MUKIJIZAT, 2012),Cet.1, 60
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Berdasarkan pendapat Hanafiyah
U,é‘;’—,' Q@\_ﬁd‘ ‘_Af: dac
“Akad atas suatu kemanfaatan dengan

pengganti”.
Berdasarkan pendapat Syafi’iyah

2 3laa (e 4S5 Juall a8
“Akad atas suatu kemanfaatan yang
mengandung maksud tertentu dan mubah,
serta menerima pengganti atau kebolehan
dengan pengganti tertentu’ .

Berdasarkan  pendapat Malikiyah  dan
Hanabiyah

Z 2 @
W oo- % oY WH s ot q-s R LA A X
> ﬂmjhncmi\ahngwcghnd:\;u

UA

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang

mubah dalam waktu tertentu dengan
»6

pengganti”.
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI  Nomor
09/DSN-MUI/IV/2000 meyatakan bahwa
kebutuhan masyarakat untuk memperoleh
manfaat suatu barang sering memerlukan
pihak lain melalui akad ljarah, yaitu akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang dalam waktu tertentu dengan

6 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muammalah Dari Klasik Hingga
Kontenporer (Teori dan Praktek), (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 50.
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pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.’

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa akad ljarah adalah bentuk akad
yang memberikan kemanfaatan dengan adanya
penukaran sesuai dengan rukun dan syarat-syarat
tertentu.®

Pemilik barang/jasa yang menyewakan manfaat
disebut Mu’jir (pemberi sewa), pihak lain yang
menerima sewa disebut Musta’jir (orang yang
menyewa/penyewa) dan sesuatu yang diakadkan
untuk diambil manfaatnya disebut ma’jur (sewaan).
Sedangkan imbalan atas manfaat barang/jasa disebut
ujrah (upah), setelah akad ljarah telah berlangsung
orang yang menyewakan berhak mengambil upah dan
orang yang menyewa berhak mengambil manfaat.®

Transaksi akad ljarah dilandasi adanya
pemindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan
kepemilikan (hak milik). Jadi pada pada dasarnya
prinsip ini sama dengan prinsip jual beli namun
perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, jika

7 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000
Tentang Pembiayaan ljarah.

8 Haerullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad
Sewa Menyewa (ljarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso",
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, vol. 3, no. 2, 2021, 4.

9 Uni Hani, “Figih Muamalah”, (Banjarmasin: Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 66.
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akad jual beli objek transaksinya adalah barang maka
pada akad ljarah objek transaksinya adalah manfaat
dari barang maupun jasa.°

2. Dasar Hukum ljarah
a. Al-Qur’an
1) Dasar hukum ljarah terdapat dalam Q.S. Al-
Zukhruf [43] ayat 32

M}a CQJJJQ_LQAJUM(';Q\

Giad 3 ) U;l\‘_ga@_xmu”"” 2 3

J;.\.\Su\a_)d djs?g_la,_a
S5 &ia8 5570 A Uiass aglaiy
M\.«A gYE

"Apakah mereka yang membagi-bagikan
rahmat ~ Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan dunia, dan
Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa
derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa
yang mereka kumpulkan"(Q.S. 43[Al-
Zukhruf: 32).1

2) Dasar hukum ljarah terdapat dalam Q.S. Al-
Bagarah [2] ayat 233

10 Ajeng Mar’atus Solihah, "Penerapan Akad ljarah Pada Pembiayaan
Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam", Az-Zarga', vol. 6, no. 1, 2014, 5.

11 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/43/32  diakses
pada tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 13.55 WIB.
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v’ég’saxjj\w* ~;3:.@gj;33jg,\j
w“\um' 13) aKile s
i\ﬂ&\jm\ﬁu ujyan_,
MUM\.AJ

“Apabila  kamu ingin  menyusukan
anakmu (kepada orang lain), tidak ada
dosa bagimu jika kamu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah ~ kepada  Allah  dan
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan”(Q.S. 2 [Al-Bagarah]: 233).%?

8

P

3) Dasar Hukum ljarah terdapat dalam Q.S. Al-
Qasas [28] ayat 26

SR 4% ﬁ\_m\ il § Gh1ad) &g
Crad) g5 Al el o

“Salah seorang dari kedua wanita itu
berkata, Hai ayahku! Ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita),
karena sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) adalah orang yang kuat lagi
dapat dipercaya”(Q.S. 28 [Al-Qasas]:
26).3

b. Hadis

12 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2/233  diakses

pada tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 14. 12 WIB.
13 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28/26  dikases

pada tanggal 21 Mei pada pukul 14.38 WIB.
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UGBS 2 akadl) adsll (o Gulall B3
A bl A0kae ()3 daels (3 b

aal G Al o3 205 G et B0 e
&\d}ujd\ad\a”’ wmuc
”“\ﬁy\\jjas\e&“j e 2

CAl (il 3 35) 42 Cang 4 O
(5l

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin
Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah
menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin
Athiah As Salami berkata, telah menceritakan
kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam
dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia
berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam
bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja
sebelum kering keringatnya”. [HR. Ibn Majah].**

Pada prinsipnya dasar hukum tersebut
memberi gambaran bagi setiap muslim untuk
melakukan hal yang terbaik dalam ljarah, baik
dengan pengertian sewa maupun upah. Sewa
berarti memberi kesempatan kepada pihak yang
menyewakan, saling tanggung jawab sesuai
dengan hak dan kewajiban masing-masing.
Demikian halnya memberi upah kepda pekerja

14 Al-lmam Syihabuddin bin Hajar Atsgolani, Bulughul Maram,
(Beirut : Darul Alamiyah, 2007) 209
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seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan
jangan sampai merugikan kedua belah pihak.*

3. Rukun dan Syarat ljarah
Rukun ljarah terbagi menjadi 4 dengan syarat
yang terdapat didalamnya, sebagai berikut:
a. Agid (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa
menyewa atau upah mengupah ada dua yaitu
Mu’jir dan Musta’jir, Mu’jir adalah orang
yang menyewakan atau memberi upah dan
Musta’jir adalah orang yang menerima upah
untuk melakukan sesuatu.

Disyaratkan bagi Mu’jir atau Musta’jir
yang melakukan akad yaitu baligh, berakal,
cakap mengendalikan harta dan saling
meridhai. Bagi para pihak yang berakad juga
harus mengetahui manfaat barang yang
dijadikan manfaat sehingga dapat mencegah
terjadinya perselisihan.®

b. Sighat (ijab kabul)

Bagi para pihak yang berakad hendaklah
melakukan ijab gabul yaitu ungkapan berupa
pernyataan kemauan dan niat kedua belah
pihak, baik secara formal ataupun dalam
bentuk lain yang equivalen.’

Dalam hukum perikatan islam, ijab
adalah suatu pernyataan janji atau penawaran
dari pihak pertama untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul

15 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT
Raja Grafindo Persada, 2017), 96-97.

6 Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al-ljarah Dalam Bermuamalah,
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 2, no. 2, 2021, 7.

17 Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University
Press, 20117), 124.
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adalah pernyataan menerima dari pihak
kedua atas perjanjian atau penawaran yang
dilakukan pihak pertama.

ljab kabul dapat dilakukan dengan 4

(empat) cara, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Lisan. Para pihak mengungkapkan
kehendaknya dalam bentuk perkataan
dengan jelas, dalam hal ini akan sangat
jelas bentuk ijab kabul yang dilakukan
oleh kedua pihak.

Tulisan. Perikatan dapat dilakukan
secara tertulis, hal ini dapat dilakukan
oleh para pihak yang tidak dapat
bertemu langsung dalam melakukan
perikatan atau perikatan yang sifatnya
lebih sulit seperti perikatan yang
dilakukan oleh suatu badan hukum.
Akan ditemui kesulitan apabila badan
hukum tidak melakukan perikatan tidak
berbentuk tertulis, karena diperlukan
alat bukti dan tanggung jawab terhadap
orang-orang yang bergabung dalam satu
badan hukum tersebut.

Isyarat. Suatu perikatan tidak hanya
dilakukan oleh orang normal karena
orang cacat pun dapat melakukan suatu
perikatan (akad). Apabila cacatnya
berupa tunawicara, maka dimungkinkan
akad dilakukan dengan isyarat asalkan
para pihak yang melakukan perikatan
tersebut memiliki pemahaman yang
sama.

Perbuatan.  Saling memberi dan
menerima atau yang disebut ta athi atau
mu’athah yaitu adanya perbuatan
memberi dan menerima dari pihak yang
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telah saling memahami perbuatan

perikatan tersebut dan segala akibat

hukumnya.*®
¢. Upah (ujroh)

Upah adalah biaya yang diberikan
kepada Musta’jir atas jasa yang telah
diberikan atau diambil manfaatnya oleh
Mu’jir. Dengan syarat, sebagai berikut:

1) Jumlahnya diketahui dengan jelas dan
detail.

2) Pegawai khusus tidak boleh mengambil
upah dari pekerjanya, karena sudah
mendapatkan gaji dari pemerintah.

3) Upah diserahkan bersamaan dengan
penerimaan barang yang disewa. Jika
manfaat yang disewa lengkap, maka uang
sewanya juga harus lengkap.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui
ma’qud alaih suatu barang yaitu dengan
menjelaskan manOfaatnya, batasan waktu dan
lain-lain.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan
harta benda boleh diakadkan, asalkan
memenuhi persyaratan dibawah ini:

1) Objek benda dalam akad ljarah dapat
dimanfaatkan secara langsung dengan
syarat tidak cacat atau dapat berdampak
pada penghalangan fungsinya, serta
benda yang dipergunakan tidak
diperbolehkan  jika masih  dalam
penguasaan pihak lain di luar pihak yang
berakad.

18 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 63.
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2) Pemilik barang harus terbuka dalam
menjelaskan tentang kualitas manfaat
barang yang menjadi objek yang akan
disewakan tanpa  menyembunyikan
kekurangan barang sedikitpun.

3) Harta benda yang menjadi objek ljarah
haruslah harta benda yang bersifat
isti’mali, artinya harta benda yang dapat
dimanfaatkan  berulang Kkali tanpa
menyebabkan terjadinya kerusakan zat
dan pengurusan sifatnya. Dan harta
benda yang bersifat istihlaki, artinya
harta benda yang rusak atau berkurang
sifatnya karena pemakaian. Seperti
makanan.

4) Manfaat dari objek ljarah tidak
bertentangan dengan hukum islam,
seperti  menyewa atau menyewakan
rumah untuk berbuat maksiat.

5) Manfaat langsung diperoleh dari objek
yang disewakan, seperti sewa rumah
untuk dijadikan tempat tinggal, sewa
warung untuk usaha, dan lain-lain. Tidak
diperbolehkan melakukan sewa manfaat
dari benda yang tidak langsung, seperti
sewa pohon mangga untuk diambil
buahnya, sewa sewa seekor ayam untuk
diambil telurnya atau anaknya.*®

6) Syarat dalam melakukan akad ljarah
yaitu batas waktunya harus jelas, seperti
seseorang bekerja membersihkan rumah
tiga kali dalam seminggu.

7) Pekerjaan yang menjadi objek ljarah
tidak berupa pekerjaan yang telah

19 Akhmad Farroh Hasan, Op. Cit., 65-66.
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menjadi  kewajiban pihak  pekerja
sebelum berlangsungnya akad. Seperti
kewajiban membayar hutang, kewajiban
berpuasa dan lain-lain.?

4. Jenis-jenis ljarah
Dilihat dari jenisnya, akad ljarah dibagi menjadi

dua, yaitu:

a. ljarah yang bersifat manfaat atas suatu
benda/barang (Al-ljarah ala Al-Manfa’ah)

ljarah yang bersifat manfaat atas suatu

benda/barang yaitu memindahkan hak kepada
orang lain untuk memakai aset atau properti
dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan
imbalan membayar biaya sewa. Dalam hal ini
Mu’jir adalah orang yang mempunyai benda-
benda tertentu untuk disewakan dan Musta’jir
membutuhkan benda tersebut sehingga terjadi
kesepakatan antar keduanya, yang dimana Mu’jir
mendapatkan imbalan berupa biaya sewa dan
Musta’jir mendapatkan manfaat dari benda
tersebut. Misalnya sewa-menyewa rumah,
kendaraan, pakaian, dan sebagainya.?*

b. ljarah yang bersifat pekerjaan/jasa (Al-ljarah ala
Al-‘Amal)

20 Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali
Pres, 2016), 106.

21 Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan
Akad ljarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo
Kecamatan Muncar)”, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, vol. 5, no. 2, 2015, 2.
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ljarah yang bersifat manfaat atas suatu
pekerjaan/jasa yaitu mempekerjakan seseorang
untuk melakukan suatu pekerjaan, hukumnya
diperbolehkan jika jenis pekerjaannya jelas dan
tidak mengandung unsur penipuan seperti tukang
jahit, tukang parkir, buruh bangunan, dan lain-
lain. ljarah seperti ini ada yang bersifat pribadi
seperti guru mengaji, pembantu rumah tangga.
Serta yang Dbersifat kerja sama  seperti
sekelompok orang yang menjualkan jasanya
untuk kepentingan orang banyak seperti tukang
jahit, tukang parkir, buruh bangunan dan buruh
pabrik.?

5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak
Hak dan kewajiban Para Pihak Akad ljarah

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak
yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut
dirincikan sebagai berikut:
a. Mu’jir
Mu’jir berhak menyerahkan barang yang
disewakan (ma’jur) kepada pihak penyewa
barang (Musta’jir), memelihara ma’jur sehingga
dapat dipakai untuk  keperluan  yang
dimaksudkan, selain itu memberikan Musta’jir
kenikmatan atau manfaat atas ma’jur selama
waktu berlangsungnya akad sewa-menyewa,
menanggung semua cacat dari Ma’jur yang akan

22 Abu Azam Al-Hadi, Op. Cit., 84.
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disewakan kepada Musta’jir, berhak menerima
ujrah yang besarnya sesuai perjanjian awal dan
setelah masa akad selesai berhak menerima
kembali ma’jur yang telah disewakan.
b. Musta’jir

Musta’jir yang memakai ma’jur harus
menjaganya sebagaimana mestinya sesuai
dengan tujuan disewakannya barang tersebut,
membayar ujrah sesuai perjanjian antar kedua
belah pihak, harus mengembalikan ma’jur
kepada Mu’jir di akhir perjanjian seperti semula
sebagaimana barang tersebut disewakan pada
awal perjanjian, Musta’jir berhak menerima
manfaat dari ma’jur, berhak menerima ganti
rugi jika terdapat cacat pada ma’jur yang
cacatnya bukan disebabkan oleh perbuatan
Musta’jir, tidak mengunakan ma’jur diluar
kepentingan yang diperjanjikan serta berhak
tidak mendapatkan gangguan dari orang lain
selama memanfaatkan ma’jur.?®

Dalam akad ijarah, resiko mengenai objek
perjanjian dipikul oleh pemilik barang (pihak
yang menyewakan), sebab penyewa hanya
mengusai untuk mengambil manfaat atau
kenikmatan dari barang yang disewakan.
Sehingga dalam hal terjadinya kerusakan objek
perjanjian maka resiko ditanggung oleh pemilik

23 Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, Op. Cit, 4.
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barang, kecuali kerusakan yang terjadi
disebabkan oleh adanya kesalahan penyewa.**

Dalam hal Musta’jir ingin menyewakan lagi
barang sewaan kepada orang lain, hal tersebut
diperbolehkan sepanjang syarat penggunaan
barang sewaan sesuai dengan penggunaan yang
diperjanjikan ketika akad.?

6. Berakhirnya Akad ljarah

Al-ljarah akan menjadi batal (fasakh) bila terjadi

hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

Obyek hilang atau rusak.

Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang
disewakan itu rumah, maka rumah itu harus
dikembalikan lagi ke pemiliknya. Apabila yang
disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak
menerima upahnya.

Karena pembatalan oleh kedua pihak yang
berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad
jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah berakhirnya akad
ljarah dikarenakan salah satu pihak yang berakad
meninggal dunia, sebab akad ljarah tidak dapat
diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama,
akad ljarah tidak batal/berakhir dengan wafatnya
salah seorang yang berakad karena manfaat boleh

44,

24 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992),

25 Hendi Suhendi, Op. Cit., 122.
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diwariskan dan ljarah sama dengan jual-beli,

yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
e. Merujuk pada buku 2 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah Bab X Tentang ljarah pasal 253

dinyatakan bahwa: Akad ljarah dapat diubah,

diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan

kesepakatan.?®

B. Parkir
1. Pengertian Parkir

Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian
Fasilitas Parkir, Direktoran Jendral Perhubungan
menyatakan parkir adalah keadaan tidak bergerak
suatu kendaraan yang bersifat sementara termasuk
setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat
tertentu, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu
lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata
untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan
orang dan barang.?’

Sedangkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (UU LLAJ) menyatakan bahwa parkir adalah
suatu keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak

%6 Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada
Perbankan Syariah”, Jurnal llmiah Ekonomi Islam, vol. 1, no. 2, 2015, 5.

27 Arya Nugraha, Sasana Putra dan Dwi Herianto, “Evaluasi
Kebutuhan Dan Kinerja Pelayanan Parkir Dan Sistem Antrian Pada Pusat
Perbelanjaan Di Bandar Lampung (Studi Kasus: Area Parkir Transmart
Carrefour Bandar Lampung”, Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain, vol. 7, no. 3,
2019, 2.
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bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan
oleh pengemudinya.®

Dari beberapa pendapat yang ditemukan, dapat
disimpulkan bahwa parkir adalah tindakan sebuah
kendaraan yang berhenti di suatu lokasi dan biasanya
pengemudi menyimpan/menitipkan kendaraannya di
lahan yang dijaga petugas parkir.*®

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perparkiran
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha Dan Layanan Daerah.
c. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
d. Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Dalam Kota Parepare.
3. Jenis-Jenis Parkir
a. Jenis Parkir Menurut Penempatannya
Penataan sarana parkir diklasifikasikan
menurut penempatannya terbagi dua yaitu:

28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

2% Mohammad Riyan Hidayatulloh, “Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal”, Jurnal Legisia, vol.
15, no. 1, 2023, 4.
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1) On street parking (Parkir di badan jalan)

On street parking atau parkir di badan
jalan yaitu kendaraan yang disimpan dengan
mengambil sebagian jalan tanpa adanya
batasan untuk dijadikan tempat parkir.
Biasanya terjadi pada deretan ruko yang
memiliki halaman sempit dan terbatas sehinga
pengunjung memarkirkan kendaraannya di
bahu jalan. Jenis parkir ini tidak memakan
biaya (gratis) tetapi sangat merugikan jika
tidak diatur dengan baik apalagi jika lokasi
dengan intensitas penggunaan lahan yang
tinggi, dapat menggangu kelancaran arus lalu
lintas, berkurangnya lebar jalan yang
menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan
hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

2) Off street parking (Parkir di luar badan jalan)

Off street parking atau parkir di luar
badan jalan vyaitu cara parkir dengan
menempati  kawasan parkir yang telah
ditentukan, baik di halaman terbuka maupun
di dalam bangunan khusus yang telah
dirancang berdasarkan standar yang berlaku.
Jadi perbedaannya vyaitu kendaraan yang
diparkirkan tidak menggunakan badan jalan
karena setiap sudut parkir dipengaruhi luas
dan bentuk pelataran parkir, contohnya lahan
parkir atau gedung parkir yang telah
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disediakan. Perbedaan lainnya vyaitu jenis
parkir ini mengeluarkan biaya bagi pengemudi
karena biaya tersebut akan dipergunakan
untuk biaya atas tanah, sistem operasinya dan
pemeliharaan fasilitas parkir tetapi dapat
memberikan tingkat keamanan dari kerusakan
dan kehilangan.?°
b. Jenis Parkir Menurut Statusnya

Parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut

status lahannya, dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Parkir Umum

Parkir umum yaitu tempat parkir yang

memakai lahan, lapangan maupun jalan yang
dimiliki atau dikuasai serta pemeliharaannya
ditangani langsung Pemerintah  Daerah.
Tempat parkir ini memakai sedikit badan jalan
milik pemerintah.

2) Parkir Khusus

Parkir khusus yaitu tempat parkir yang

memakai sebidang tanah maupun lahan, tanah
maupun lahan tersebut tidak dikuasai oleh
Pemerintah Daerah, melainkan
pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak
lain berupa badan usaha maupun perorangan
tetapi memiliki izin dari pemerintah.

3) Parkir Darurat/Insidentil

30 Nandan Supriatna, "Kajian Proses Manuver Parkir Di Badan Jalan
Di Kota Bandung", Jurnal Sipil Kokoh, vol. 6, no. 1, 2008, 1-2.
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Parkir darurat/insidentil yaitu
memarkirkan kendaraan di tempat-tempat
umum yang sering dikunjungi, parkir ini
menggunakan tanah maupun lahan milik
swasta atau Pemerintah Daerah dikarenakan
adanya kegiatan darurat.

c. Jenis Parkir Menurut Tujuannya
Setiap pengguna kendaraan memiliki tempat
tujuannya masing-masing, jenis tujuan parkir
dibagi menjadi dua yaitu:
1) Parkir Penumpang

Parkir penumpang yaitu kendaraan yang
diparkirkan untuk menaikkan atau
menurunkan orang/penumpang.

2) Parkir Barang

Parkir barang vyaitu kendaraanyang
diparkirkan untuk membongkar atau memuat
barang.3!

d. Jenis Parkir Menurut Kepemilikan & Operasinya
Jenis parkir menurut kepemilikan dan
operasinya, dibagi menjadi tiga yaitu:
1) Parkir milik dan dioperasikan oleh Pemerintah
Daerah.
2) Parkir milik Pemerintah Daerah yang
dioperasikan oleh swasta.

31 Maulana Rendri Yuda, Rahayu Sulistyorini & Dwi Herianto, “Studi
Optimalisasi Fasilitas Parkir Di Fakultas Keguruan Iimu Pendidikan (FKIP)
Universitas Lampung", Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain, vol. 3, no. 3, 2015, 3.
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3) Parkir milik dan dioperasikan oleh swasta.>?
4. Tarif parkir
Tarif parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan
atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan setelah
memarkirkan kendaraannya pada suatu lahan parkir
tertentu, pembayarannya sebagai berikut:
a. Parkir tanpa tarif atau parkir bebas (free parking)
Parkir pada badan jalan pada umumnya
merupakan parkir graris atau parkir yang tidak
dipungut biaya. Namun pada tempat-tempat
tertentu terdapat pengecualian, yang
dimaksudkan untuk membatasi waktu parkir dan
lamanya kendaraan parkir. Sedangkan pada off
street parking yang berupa fasilitas umum atau
disewa oleh suatu perusahaan swasta atau BUMN
kemudian memberikan fasilitas parkir cuma —
cuma untuk para pekerjaannya selama jam kerja,
kunjungan kerja dan untuk kendaraan komersial.
b. Parkir dengan tarif (fee paying parking)
Umumnya para pengguna jasa parkir pada
tempat perbelanjaan diharuskan membayar tarif
parkir. Sistem pentarifan parkir dapat dibedakan
sebagai berikut:
1) Sistem tetap, vyaitu sistem pembayaran
besaran tarif yang tidak membedakan lama
parkir suatu kendaraan.

32 Afrizal, dkk., “Jurnal llmu Sosial Mamangan", Jurnal llmu Sosial
Mamangan, vol. 3, no. 1, 2014, 7.
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Sistem berubah sesuai waktu (progesif) yaitu
sistem pembayaran besaran tarif yang
merupakan lama waktu parkir suatu
kendaraan.

Sistem kombinasi yaitu sistem pembayaran
besaran tarif yang mengkombinasikan kedua
sistem diatas.

Macam-Macam Parkir

Bagi sebagian besar kendaraan roda dua atau
roda empat, pada umumnya ada tiga cara untuk
memarkirkan kendaraan, berikut adalah cara

memarkirkan kendaraan beserta penjelasannya:

a. Parkir Paralel

Pakir paralel/sejajar adalah kendaraan yang

diparkirkan dengan sejajar dan teratur menjadi
satu garis lurus, seperti bumper depan mobil dan
bumper belakang mobil saling berdekatan dengan
kendaraan yang lain.

b. Parkir Tegak Lurus

Parkir tegak lurus adalah cara memarkirkan

kendaraan dengan tegak lurus, berdampingan,
mengahadap tegak lurus kelorong/gang, trotoar
atau dinding. Jenis parkir ini lebih terukur
dibandingkan dengan parkir paralel dan karena
itu biasanya digunakan ditempat di pelataran
parkir atau gedung parkir.

c. Parkir Serong
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Parkir serong merupakan salah satu cara
parkir yang banyak digunakan di pinggir jalan
atau di pelataran maupun gedung parkir. Bentuk
parkir ini adalah kendaraan berbentuk serong,
sehingga memudahkan kendaraan masuk ataupun
keluar dari ruang parkir.*

6. Petugas Parkir

Petugas parkir adalah seseorang yang bertugas di
lapangan atau lahan parkir yang telah ditentukan
untuk menarik retribusi parkir. Retribusi parkir yaitu
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi
maupun badan usaha. Adapun perbedaan dari petugas
parkir legal (resmi) dan petugas parkir ilegal (tidak
resmi) sebagai berikut:3*
a. Petugas parkir Legal (Resmi)

Petugas parkir resmi adalah petugas parkir
yang namanya telah terdaftar di Kantor Dinas
Perhubungan, namanya telah memenuhi syarat
yang berlaku dan mengikuti pelatihan menjadi
petugas parkir. Petugas parkir resmi pada saat
bertugas mengatur kendaraan dilengkapi identitas
resmi dari Pemerintah Daerah yang berupa kartu

33 Ajeng Retno Widyastuti, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus,
“Studi Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota
Samarinda”, eJournal llmu Pemerintahan, vol. 6, no. 3, 2018, 5.

34 Moh Faisal, Op. Cit., 5.
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identitas petugas parkir, seragam rompi dan
karcis parkir.
b. Petugas Parkir llegal (Tidak Resmi)

Petugas parkir tidak resmi/liar adalah petugas
parkir yang mucul secara tiba-tiba dengan
menggunaan lahan secara sepihak tanpa izin.
llegal atau tidak resmi disini berarti parkir liar
tidak berada dibawah naungan Pemerintah
Daerah, serta uang yang dihasilkan dari
memarkirkan kendaraan tidak masuk ke dalam
kas daerah sebagai bentuk hasil pendapatan
daerah, melainkan masuk ke kantong pribadi.
Parkir liar biasanya terlihat pada event-event
besar atau tempat keramaian lainnya.*

7. Aspek Pembinaan Parkir

Parkir kendaraan termasuk golongan yang perlu
dilakukannya pembinaan bidang lalu lintas jalan.
Pembinaan bidang lalu lintas jalan khusunya
mengenai parkir terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Meliputi aspek-aspek sebagai
berikut:
a. Pengaturan.
b. Pengendalian.
c. Pengawasan.

Kegiatan ini ditujukan untuk keselamatan,
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

%5 Mohammad Riyan Hidayatulloh, Op. Cit., 7.
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Dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan parkir
harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau
masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan,
tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, hubungan internasional serta koordinasi
antar wewenang pembina lalu lintas jalan di tingkat
pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur
terkait lainnya. Dalam pembinaan penyelenggaraan
parkir diperlukan penetapan aturan-aturan umum
yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional
serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu
lintas yang berlaku secara internasional.3®

% Rudi Bidang Seno, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Tentang
Keberadaan Parkir Liar (Studi Pengguna Parkir Disekitar Pusat Perbelanjaan
Mall Samarinda Central Plaza)", eJournal Sosiatri, vol. 8, no. 4, 2020, 7-8.



BAB I
PRAKTIK PEMBAYARAN TARIF PARKIR DI KOTA
PAREPARE

A. Profil Kota Parepare

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat Il di
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki
luas wilayah 99,33 km2 dan berpenduduk sebanyak
kurang lebih 140.000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang
lahir di kota ini adalah Presiden Republik Indonesia
ketiga yaitu B.J. Habibie.

Suku yang mendiami Kota Parepare adalah suku
bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis,
dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata
temperatur Kota Parepare sekitar 28,5°C dengan suhu
minimum 25,6°C dan suhu maksimum 31,5°C. Kota
Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim
kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan
musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.*
1. Sejarah Kota Parepare

Pada awal perkembangannya, perbukitan yang
sekarang ini disebut Kota Parepare dahulunya
hanyalah semak-semak belukar yang diselang-selingi
oleh lubang-lubang tanah yang tumbuh secara liar dan

1 https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24 diakses pada 8 Mei 2023
pada pukul 14.48 WIB.
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tidak teratur, mulai dari utara (Cappa ujung) hingga ke
jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses
perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu
dinamakan Kota Parepare.

Kota Parepare ditandai sebagian penduduknya
berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan
persahabatan Raja Gowa Xl vyaitu Manrigau Dg.
Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-
jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang.
Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi
dan pelopor pembangunan. Kerajaan Gowa tertarik
dengan pemandangan yang indah di kawasan
pelabuhan dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare”
yang artinya dibuat dengan baik. Setelah itu Parepare
mulai ramai dikunkjungi oleh masyarakat, salah
satunya masyarakat Melayu yang datang berdagang di
kawasan Suppa.

Melihat posisinya yang strategis untuk dijadikan
pelabuhan karena pada bagian depan terlindungi oleh
tanjung serta seudah ramai dikunjungi, maka Belanda
pertama kali merebut ini kemudian menjadikannya
kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi
Selatan. Mulai dari sinilah Belana bermarkas untuk
melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran
timur dan utara Sulawesi Selatan, sehingga kota
Parepare menjadi pusat untuk wilayah Ajatappareng.?

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare diakses pada 8 Mei 2023
pada pukul 15.57 WIB.
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2. Letak Geografis Kota Parepare

Secara astronomis, Kota Parepare terletak antara
3057°39” dan 4004°59” Lintang Selatan dan antara
119036°24” dan 1190°40” Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Parepare
memiliki batas yaitu Utara — Kabupaten Pinrang,
Selatan — Kabupaten Barru, Timur — Kabupaten
Sidenreng Rappang dan Barat — Selat Makassar.

Kota Parepare terbentuk dari 4 Kecamatan dan 22
Kelurahan yaitu Kecamatan Bacukiki yang terdiri dari
Watang bacukiki, Lemoe, Lompoe dan Galung
maloang, Kecamatan Bacukiki Barat yang terdiri dari
Lumpue, Bumi harapan, Sumpang minangae, Cappa
galung, Tiro sompe dan Kampung baru, Kecamatan
Ujung vyang terdiri dari Labukkang, Mallusetasi,
Ujung sabbang, Ujung buludan Lapadde, Kecamatan
Soreang yang terdiri Kampung pisang, Lakessi, Ujung
baru, Ujung lare, Bukit indah, Watang soreang dan
Bukit harapan.?

Parepare

3 Badan Pusat Statistik Kota Parepare, “Kota Parepare Dalam Angka

Municipality In Figures 20237,

https://pareparekota.bps.go.id/publication, diakses 8 Mei 2023 pukul 17.05 Wib.
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Gambar 3.1: Peta Lokasi Kota Parepare

. Peraturan Tentang Parkir Di Kota Parepare
Peraturan yang mengatur terkait parkir di kota
Parepare terdiri atas Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan
Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota
Parepare.
1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum:
a. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi
jalan umum:
1) Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,
2) Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
3) Kendaraan bermotor roda 4 dan 3 Rp.
1.500,-
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Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-

b. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi
jalan umum yang bersifat insidensial:

1)
2)
3)

4)
5)

Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-
Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
Kendaraan bermotor roda 4 dan 3
Rp. 1.500,-

Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
Bagi kendaraan bermotor roda 6 atau
lebih yang parkir pada pukul 22.00 Wita.
sampai dengan 07.00 Wita. pada tempat
parkir yang ditetapkan, dikenakan
retribusi  parkir sebesar Rp. 5.000,-
kecuali bagi wajib retribusi parkir
tahunan.

c. Bagi kendaraan yang menggunakan system
tahunan dikenakan retribusi parkir sebagai
berikut:

1)

2)

3)

Kendaraan bermotor roda dua dikenakan
retrribusi  parkir tahunan sebesar Rp.
25.000,-

Kendaraan bermotor roda 4 untuk jenis
mikrolet (bukan angkutan kota) Jeep,
sedan, bus mini, pick up dan truk
dikenakan retribusi  parkir  tahunan
sebesar Rp. 60.000,-

Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
untuk sejenis Bus besar, truk besar dan



52

truk gandengan dikenakan retribusi
parkirtahunan sebesar Rp. 90.000,-

4) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
untuk jenis Taxi dan angkutan kota
dikenakan retribusi  parkir tahunan
sebesar Rp. 35.000,-

5) Kendaraan yang menggunakan system
parkir ~ tahunan adalah  kendaraan
bermotor dengan kode wilayah K kecuali
ditentukan lain berdasarkan kerjasama
antar daerah.

6) Kendaraan yang membayar retribusi
parkir  sebagaimana  system parkir
tahunan dapat menggunakan semua jenis
tempat parkir atau lokasi parkir kecuali
pada gedung parkir yang dikelola oleh
pihak swasta.

2. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota
Parepare  Berdasarkan Peraturan  Walikota
Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi
Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota
Parepare:
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No | Nama Titik Parkir Lokasi Panjang
Depan Toko Serba JI. Bau Massepe 20m
1
Cahaya Ujung Baru JI. Bau Massepe 35m
2
Depan Acc Finance JI. Bau Massepe 10m
3
Depan Warung Mie Titi | JI. Bau Massepe 15m
4
Rumah Makan Kamalia | JI. Bau Massepe 10m
5
Cukur Madura JI. Bau Massepe 10m
6
Depan Carlos JI. Bau Massepe 30m
7
Depan Sejahtera JI. Bau Massepe 20m
8
Depan Sinar Terang JI. Bau Massepe 7m
9
Cahaya Ujung Lama JI. Bau Massepe 30m
10
Depan Purnama JI. Bau Massepe 50 m
11
Apotek Medisca Farma | JI. Bau Massepe 7m
12
Cafe Cinemax JI. Bau Massepe 15m
13
Kfc JI. Bau Massepe 20m
14
Rumah Bernyanyi | JI. Bau Massepe 10m
15 | Inbox
Apotek Kimia Farma JI. Bau Massepe 7m

16
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Gedung Islamic Centre | JI. Agussalim 20m
17 (fasilitas pemerintah)

Wr. Goyang Lidah /| JIL Sultan | 50m
18 | Aneka Indah Hasanuddin

Depan Indomaret JI. Sultan | 50m
19 Hasanuddin

Depan Transit JI. Sultan | 50m
20 Hasanuddin

Depan Warung Surya JI. Sultan | 50m
21 Hasanuddin

Belakang Pos Lantas | JI. Sultan 15m
22 Senggol Hasanuddin

Depan Toko 1001 / | JI. Baso Daeng 50m
23 | Audio / Hotel Siswa Patompo

Restoran Asia JI. Baso Daeng 15m
24 Patompo

Depan Toko | JI. Baso Daeng 10m
25 | Aluminium Patompo

Restoran Dinasty J. Baso Daeng| 100m
26 Patompo

JI. Kalimantan JI. Kalimantan 30m
27

JI.  Masuk Senggol | JI. Kalimantan 30m
28 (penjual ikan)

Depan Warung Lalapan | JI. Andi 15m
29 Makkassau

Depan Holland Bakery | JI. Andi| 20m
30 Makkassau

Depan Alfa Midi A. | Jl. Andi| 20m
31 | Makkasau Makkassau
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Happy Puppy JI. Andi mappatola 30m
32

Warung Masa Kini JI. Bau Massepe 7m
33

Sari Laut Mas Anto | JI. Bau Massepe 10m
34 Cappa Galung

Jalan Pelita JI. Pelita 15m
35

Taman Mattiro Tasi | Mattirotasi 100 m
36

Taman Mattiro Tasi Il Mattirotasi 20m
37

Cafe Alya Mattirotasi 15m
38

Cafe C’Best Mattirotasi 15m
39

Tonrangeng River Side | JI. Bau Massepe 20m
40

Cafe Bento JI. Abdul Jalil 50m
41

Money Changer Haji | JI. Abdul Jalil 20m
42 Latunrung

Depan Rs. Herona JI. Agussalim 20m
43

Rs. Fatimah JI. llham 150 m
44

Toko Himalaya JI. Karaeng Burane 50
45

Depan Bank Mandiri JI. A lsa 50m
46

Depan Monumen | JI. Bau Massepe 50m
47 | Habibie Ainun
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JI.  Lasinrang  (Sop | JI. Lasinrang 50m
48 Saudara)

Apotek Madina Farma | JI. H. A. M Arsyad 10m
49

Sekitar Pasar Lakessi | JI. Lasinrang 300 m
50 | (fasilitas pemerintah)

RSU. A. Makkasau JI. Nurussamawati 100 m
51

Pasar Sumpang | Sumpang 80m
52 | Minangae Minangae

Kantor Dispenda | JI. Veteran 15m
53 | (fasilitas pemerintah)

Toko Syahrani JI. Panca marga 10m
54

Cafe Copy Paste JI. Andi 20m
55 Mappatola

Depan Kantor Imigrasi | JI. Jend. Sudirman 30m
56

Depan Honda (lalapan) | JI. Bau Massepe 8m
57

Apotek Bunda Rosi JI. Bau Massepe 8m
58

Depan Kantor Pos JI. Bau Massepe 20m
59

Toko Pink JI. Kebun Sayur 20m
60

Depan Dipo JI. Mangga 8m
61

Warung lkan Bakar JI. Andi 8m
62 Makkassau Timur

Warung lkan Bakar J.  Abu  bakar 8m
63

Lambogo
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Water Boom J.  Abu  bakar 20m
64 Lambogo

Depan Mesjid Agung JI. Jend. Ahmad 20m
65 Yani

Depan Counter | JI. Sultan 8m
66 (senggol) Hasanuddin

Sop Saudara Depan | JI. Bau Massepe 8m
67 | Lestari

Warung Ayam Gepuk JI. Bau Massepe 8m
68

Indomaret JI. Bau Massepe 8m
69

Depan Sportation JI. Bau Massepe 8m
70

Depan Prima JI. Andi 8m
n Makkassau

Puskesmas Mario | JI. Mattirotasi 10m
72 | Madising (fasilitas

pemerintah)

Puskesmas Lumpue | Lumpue 15m
73 | (fasilitas pemerintah)

Es Teler Depan Mesjid | JI. Bau Massepe 8m
74 Raya

Kebun Raya Jompie JI. Industri Kecil 15m
75

Tempat Pelelangan lkan | Soreang 20m
76

Planet surf JI. Mattirotasi 8m
77

Dalam Lapangan Andi | JI. Karaeng Burane | 120 m
78

Makkasau (fasilitas
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pemerintah)
Depan Depot Pertamina | Soreang 10m
79
Depan Warung Pak | JI. Jendral 8m
80 | T’ Sudirman
Tabel 3.1: Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota
Parepare.

C. Praktik Pembayaran Tarif Parkir Di Kota Parepare

Dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan parkir di
Kota Parepare, landasan yang dijadikan acuan yaitu
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota
Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di
Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare. Acuan ini wajib
dipatuhi dan dilaksanakan sesuai perintah ataupun amanat
yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD
Perparkiran Aryun Handayana pada tanggal 12 April
2023 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran, saat
ditanyakan mengenai jumlah titik parkir di Kota
Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

“Titik parkir di Kota Parepare sesuai
Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun
2018 ada 82 titik dengan kurang lebih 120 petugas
parkir karena ada beberapa titik yang petugas
parkirnya 2 orang (shiftt kerja). Peraturan
Walikota Nomor 18 Tahun 2018 berisi penunjukan
titik dan batas-batas parkir yang dikelola oleh
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Pemerintah, seperti tepi jalan umum dan fasilitas
» 4

Pemerintah”.
Selanjutnya, Aryun Handayana menambahkan
“Penentuan titik parkir, dilihat dari potensi
jumlah mobilitas kendaraan yang parkir di suatu
titik, setelah itu anggota Dinas Perhubungan turun
ke lapangan untuk melakukan survey dan
melaporkan hasil survey. Jika hasil survey
berpotensi, maka dilakukan uji petik untuk
menentukan berapa nilai di titik tersebut. Jadi
kurang lebih 80 titk parkir di Kota Parepare
bervariasi luas dan potensi PAD-nya (pendapatan
asli daerah), contohnya dalam satu titik petugas
parkir akan menyetorkan retribusi ke Dinas
Perhubungan ada Rp. 20.000, ada Rp. 30.000 —
Rp50.000 tergantung dari hasil uji petik”.>

Setelah menentukan titik parkir berdasarkan hasil
servey, maka dilakukan uji petik untuk menentukan luas
dan target retribusi. Hal inilah yang menjadi potensi PAD
(pendapatan asli daerah), adapun penjelasan Kepala
UPTD Perparkir Aryun Handayana terkait target retribusi
yang ditentukan untuk petugas parkir, sebagai berikut:

4 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD
Perparkiran, tanggal 12 April 2023.

> Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD
Perparkiran, tanggal 12 April 2023.
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“Untuk Petugas parkir itu sudah dikasi target
per-titik yang telah ditentukan dari hasil uji petik,
seperti retribusi dalam satu titik Rp. 50.000
diambil Dinas Perhubungan, selebihnya untuk
petugas parkir karena sistem kerja petugas parkir
tidak digaji oleh Dinas Perhubungan. Jadi kami
sudah sampaikan kepada petugas parkir bahwa
keuntungan yang didapatkan tergantung dari
pelayanan mereka, kalau pelayanannya bagus
biasanya ada pengunjung yang membayar lebih”.®

® Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD
Perparkiran, tanggal 12 April 2023.



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 18 Zail’ 2016

TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM KOTA
PAREPARE

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KOTA PAREPARE

NO. A ARKIR PANJANG
2 DEPAN SERBA ) JL Bau Massepe | 20m i
2. CAHAYA UJUNG BARU Jl. Bau Massepe 35m
AC NANC Ji. Bau Massepe

EK MEDISCA FARMA

APOTH
CAFE CINEMAX

| KFC
RUMAH BERNYANYI INBOX

| APOTEK KIMIA FARMA

IELAMIC CENTRE (@

WR.GOYANG LIDAH / ANEKA INDAH
DEPAN INDOMART

DEPAN WARUNG SURYA
BELAKANG POS LANTAS SENGGOL

DPN TOKO 1001/AUDIO/ HOTEL SISWA

| RESTORAN ASIA

—s

_ DEPAN TOKO ALUMINIUM

m
'Som
asanuddin__| SOm
J1. Sultan Hasanuddin . SO m
| JL. Sultan Hasanuddin m |
| 31 Baso Daeng Patompo |50 m
m
LJL m

FAMAN MATTIRO TASI |

-
TAMAN MATTIRO TASI I
CAFE ALYA

CAFE CBEZT

TONRANGENG RIVER SIDE

CAFE BENTO

MONEY CHANGER HAJI LA TUNRUNG

DEPAN BANK

Gambar 3.2: Titik Parkir di Kota Parepare



50. | APOTEK MADINA FARMA JI. HA M Arsyad 110m
! SEKITAR PASAR LAKESSI &
51 FASILITAS PEMERINTAH) ,J]' Lasinrang .300m
RSU. A. MAKKASAU " |
‘ ?2. | (FASILITAS PEMERINTAH] | JI. Nurussamawati 100 m
53. | PASAR SUMPANG MINANGAE | Sumpang Minangae 80 m
| KANTOR DISPENDA
54- | (PASILITAS PEMERINTAH) Ji- Veteran T
55. | TOKO SYAHRANI | JI_Panca Marga [10m
56. | CAFE COFY PASTE JL Andi Mappatola |20m
| 57. | DEI'AN KANTOR IMIGRAS! fan. Jend.Suditman =~ ([ 30m
58. | DEPAN HONDA (LALAPAN] JI. Bau Massepe '8Sm 1
'59. | APOTEK BUNDA ROSI J1. Bau Massepe 8§m |
60. | DEPAN KANTOR POS J1. Bau Massepe 20m
61. | TOKO PINK J1. Kebun Sayur 20m
62._ | DEPAN DIPO _ Jl. Mangga 8m
63. | WARUNG IKAN BAKAR Ji. Andi Makkasau Timur |8 m
64.  WARUNG IKAN BAKAR Abu Bakar anb_og) 8m
65. | WATER BOOM . [Abu Bakar Lam! 20m
66. | DEPAN MASJID AGUNG " JL Jend. Ahmad Yani 20m
[67. | DEPAN COUNTER (SENGGOL} JL Sultan Hasanuddin 8m ]
| 68. | SOP SODARA DEPAN LESTARI [ JI. Bau Massepe '8m
69. | WARUNG AYAM GEPUK | JI. Bau Massepe 8m
70. | INDOMART Ji. Bau Massepe . 8m
_71. | DEPAN SPORTATION JI. Bau Massepe 8m
72. | DEPAN PRIMA J1_ Andi Makkasau 8m
73. | PUSKESMAS MARIO MADISING JI. Mattirotasi 10m
| (FASILITAS PEMERINTAH)
74. | PUSKESMAS LUMPUE Lumpue I1Sm
| | (FASILITAS PEMERINTAH) . | M
75. | ES TELER DPN MESJID RAYA Ji. Bau Massepe | 8m ]
76. | KEBUN RAYA JOMPIE Ji. Industri Kecil ISm
(FASILITAS PEMERINTAH) | [l |
' 77. | TEMPAT PELELANGAN IKAN | Soreang |20m
78. | PLANET SURF | JI. Mattirotasi 8m
79. | DALAM LAPANGAN ANDI MAKKASAU { JL. Karaeng Buranc 120m
| L (FASILITAS PEMERINTAH) i
| 80. | DEPAN DEPOT PERTAMINA Soreang —/10m

[81. | DEPAN WARUNG PAK TO"

J Jendﬁ;m 8m
I
Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd
LUTFIE NATSIR
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Gambar 3.3: Titik Parkir di Kota Parepare

Tarif parkir diambil dari pengunjung Yyang
menggunakan lahan parkir milik Pemerintah kemudian
disetorkan ke Dinas Perhubungan. Hal ini berdasarkan
jawaban Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana
yang mengatakan:
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“Jadi uang setoran parkir diserahkan kepada
kolektor dari UPTD Perparkiran yang datang
setiap hari untuk menagih retribusi parkir ke
seluruh petugas parkir yang terdaftar di Kota
Parepare, setelah itu kolektor menyerahkan ke
bendahara/pemungut retribusi yang ada di Kantor
UPTD Perparkiran pada setiap hari kerja untuk
didata, setelah itu diserahkan ke bendahara
penerima PAD (pendapatan asli daerah) di Kantor
Dinas Perhubungan, setelah itu diserahkan ke kas
daerah”.

Pada praktik parkir yang terjadi di tepi jalan umum
maupun fasilitas pemerintah terdapat dua belah pihak
yaitu pihak yang menitipkan kendaraannya di lahan
parkir (pengunjung/pengguna jasa parkir) dan pihak yang
menerima titipan kendaraan (petugas parkir).

Adapun tugas dan tanggung jawab petugas parkir
terdapat dalam surat pernyataan dari Dinas Perhubungan
Kota Parepare yaitu mengatur dan menjaga kendaraan
para pengunjung atau pengguna jasa parkir, melakukan
koordinasi dengan anggota kelompok yang bertugas di
lapangan agar senantiasa melakukan pemungutan
retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun
2012 dan memberi karcis kepada seluruh pengguna jasa
parkir, adapun segala bentuk kehilangan baik itu berupa

7 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD
Perparkiran, tanggal 12 April 2023.
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helm ataupun kendaraan menjadi tanggung jawab juru
parkir, apabila 2 (dua) kali dalam seminggu tidak
menyetor sesuai dengan terget yang ditentukan serta
ditemukan pelanggaran yang lain maka bersedia untuk
diberhentikan.

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui wawancara
dengan beberapa petugas parkir resmi di Kota Parepare
menemukan bahwa terdapat beberapa petugas parkir
resmi tidak menerapkan aturan yang ditetapkan
pemerintah khususnya dalam pemberian tarif. Informan
pertama yaitu Helmi selaku petugas parkir di kawasan
Taman Anak-anak JI. Mattiro Tasi terkait tarif parkir
yang diberikan kepada pengguna jasa parkir/pengunjung
mengatakan bahwa:

“Tarif parkir yang biasa diberikan yakni Rp

1.000 - Rp. 2.000 untuk kendaraan roda dua dan

Rp. 5.000 untuk kendaraan roda empat .2

Lebih lanjut, peneliti dalam wawancaranya bersama
informan kedua yaitu Rifaldi yang bekerja di kawasan
Patung Kuda JI. Mattiro Tasi, mengatakan:

“Tarif parkir untuk kendaraan roda dua
berjumlah Rp. 2.000 dan untuk kendaraan roda
empat Rp. 3.000 kecuali terhadap pengunjung

8 Hasil wawancara bersama Helmi petugas parkir, wawancara di Jl.
Mattiro Tasi Kota Parepare, tanggal 11 Maret 2023.
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yang hanya singgah sebentar itu tidak dikenakan

tarif”.?

Selanjutnya, Hasrudi selaku petugas parkir di kawasan
Apotek Kimia Farma JI. Bau Massepe, mengatakan
bahwa:

“Sepeda motor tarifnya Rp. 2.000, dan mobil
Rp. 3.000".*°
Ismail yang selaku petugas parkir di kawasan Alfamart

JI. Lasinrang mengatakan:

“Rp. 1.000 - Rp. 2.000 bagi kendaraan roda
dua dan Rp. 3.000 - Rp. 5.000 bagi kendaraan
roda empat "'

Adapun hasil observasi, peneliti menemukan indikasi
dalam pemberian tarif di beberapa titik parkir dalam Kota
Parepare yaitu Swalayan Cahaya Ujung Baru JI. Bau
Massepe dengan membayar biaya parkir menggunakan
pecahan Rp. 2.000 tetapi tidak diberikan kembalian Rp.
1.000 setelah itu petugas parkir pergi merapikan
kendaraan yang terparkir, selanjutnya peneliti melakukan
observasi di kawasan Sinar Terang JI. Bau Massepe
dengan membayar biaya parkir menggunakan uang
pecahan Rp. 5.000 tetapi dipotong Rp. 2.000 dan
dikembalikan Rp. 3.000, selanjutnya observasi dilakukan

° Hasil wawancara bersama Rifaldi petugas parkir, wawancara di JI.
Mattiro Tasi Kota Parepare, tanggal 11 Maret 2023.

10 Hasil wawancara bersama Hasrudi petugas parkir, wawancara di JI.
Mattiro Tasi Kota Parepare, tanggal 11 Maret 2023.

11 Hasil wawancara bersama Ismail petugas parkir, wawancara di JI.
Lasinrang Kota Parepare, tanggal 11 Maret 2023.
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di depan Toko Mr. D.LY JI. Andi Makkasau yang
menerima saat diberi uang pecahan Rp. 1.000, observasi
terakhir dilakukan di Cafe Sobat Kopi JI. Veteran yang
menerima saat diberi uang pecahan Rp. 1.000.

Biaya parkir yang diterapkan seharusnya sesuai
sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Daerah. Namun yang terjadi di tepi jalan umum maupun
fasilitas pemerintah di Kota Parepare, biaya tarif parkir
yang dipungut oleh petugas parkir berbeda dengan tarif
yang ditetapkan Pemerintah Kota Parepare.

Adapun beberapa pengguna jasa parkir/pengunjung
yang saya coba untuk wawancarai, sebagai berikut:

1. Dewi, pengguna jasa parkir/pengunjung yang

memarkirkan kendaraannya sekitar Lapangan
Andi Makkasau Parepare mengatakan bahwa:
“Saya tidak tahu tarif parkir di
Peraturan Daerah berapa, biasanya saya
bayar parkir Rp. 2.000 - Rp. 3.000
(motor). Kalau saya kasih uang pecahan
Rp. 2.000 petugas parkir tidak
memberikan kembalian, jadi saya kira
pembayarannya sudah sesuai” . **
2. lca, pengguna jasa parkir/pengunjung Yyang
memarkirkan kendaraannya di Cafe Sobat Kopi
JI. Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

12 Hasil wawancara bersama Dewi pengguna jasa parkir, wawancara
di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.
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“Parkir motor bayar Rp. 2.000 — Rp.
3.000, biasa saya dapatkan petugas parkir
ambil Rp. 2.000 kalau bayar pakai uang
pas, kalau masalah tarif yang belaku saya
kurang tahu karena tidak pernah dengar
informasinya dan tidak pernah juga minta
karcis parkir. tapi saya ikhlas, tidak
pernah komplain atau tegur karena
menghargai yang lebih tua) ”.*

3. Firman, pengguna jasa parkir/pengunjung yang
memarkirkan kendaraannya sekitar Lapangan
Andi Makkasau Parepare mengatakan bahwa:

“Saya bayar parkir Rp. 2.000,
kadang Rp. 1.000 karena tarif parkir
memang Rp. 1.000 tapi biasa petugas
parkir ambil Rp. 2.000 kalau dikasih uang
pas. Kalau saya sendiri tidak masalah
karena saya ikhlas”.**

4. Majid, pengguna jasa parkir/pengunjung yang
memarkirkan kendaraannya sekitar Pasar Senggol
Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Biasa bayar Rp. 1.000, biasa juga
Rp. 2.000, saya tahu tarifnya itu Rp. 1.000
untuk motor dari kertas parkir. Saya
sering mendapati petugas parkir yang

13 Hasil wawancara bersama Ica pengguna jasa parkir, wawancara di
JI. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

14 Hasil wawancara bersama Firman pengguna  jasa  parkir,
wawancara di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.
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mengambil tarif Rp. 2.000 kalau bayar
pakai uang besar tapi saya tidak komplain,
cuma bertanya “pak kok kembaliannya
segini?”, alasan saya tidak komplain
karena tau kalau petugas parkir ini setiap
hari bayar setoran ke Dinas Perhubungan
sedangkan kalau tarifnya hanya Rp. 1.000
kira-kira petugas parkir ini
pendapatannya berapa?”.*

5. Jems, pengguna jasa parkir/pengunjung yang
memarkirkan kendaraannya di depan Cafe Sobat
Kopi JI. Veteran Kota Parepare mengatakan
bahwa:

“Mobil Rp. 3.000 - Rp. 5.000, saya tidak tahu
tarif parkir yang berlaku di sini karena belum
cukup 1 tahun pindah. Kadang kalau bayar
parkir pakai uang Rp. Rp. 5.000 atau Rp.
10.000 dia ambil Rp. 3.000, saya juga tidak
pernah dikasi karcis dan tidak pernah minta
juga tapi saya tidak permasalahkan kalau dia

ambil lebih karena saya ikhlas”.*®

Tarif parkir merupakan pungutan atas penggunaan

lahan parkir yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota. Tarif parkir yang berlaku tertera dalam

15 Hasil wawancara bersama Majid pengguna jasa parkir, wawancara
di Pasar Senggol Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

18 Hasil wawancara bersama Jems pengguna jasa parkir, wawancara
di JI. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.
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karcis retribusi, karcis retribusi merupakan bukti bahwa
pemilik kendaraan telah memarkirkan atau menitipkan
kendaraannya di tempat yang ditentukan.

No. " 3
REPARE
an\a_ A PA #
i{gﬁibum perparkitan
Berdasar\g%
No 2 Tahutt
Pe\f\t)‘aNo. 2 Tahun 2012 __

R 1.500,- 7%
( geribu L ima R!\unii:: e
by B:n.‘ Jatan Umum

2
o 271734
PEMERINTA K
Retribusj par’ REPARE

erparkira;,

Sarka

. ( Seripufus
ondaraan b s
I : ¥
Areq Jq';:,{"(,?nf;dﬂ Des

S CRTL1e

Gambar 3.4: Karcis Retribusi Parkir

Gambar tersebut merupakan tampilan karcis
retribusi/karcis parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Umum. Kendaraan bermotor roda dua areal jalan umum
Rp. 1.000 (seribu rupiah), kendaraan bermotor roda
empat dan tiga areal jalan umum Rp. 1.500 (seribu lima
ratus rupiah), kendaraan bermotor roda enam areal jalan
umum Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kendaraan bermotor
roda sepuluh areal jalan umum Rp. 2.500.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Kepala
UPTD Perparkiran Aryun Handayana terkait karcis
retribusi parkir, yang menyatakan bahwa:
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“Ciri-ciri petugas parkir resmi dapat dilihat
dari rompi, id card dan yang paling utama yaitu
karcis retribusi, yang terjdadi di lapangan yaitu
petugas parkir tidak memakai rompi tapi dia pakai
id card dan ada karcis retribusinya tetapi tidak
memberi karcis ke pengguna jasa. Kami dari
Dinas  Perhubungan turun ke lapangan
menghimbau lewat pengeras suara menyampaikan
kepada pengguna jasa untuk minta karcis parkir,
kalau minta karcis tapi tidak dikasi sama petugas
parkir langsung melapor ke Dinas
Perhubungan”.*’

Selanjutnya Aryun Handayana, menambahkan:

“Kendalanya masih terdapat petugas parkir
yang tidak memberi karcis retribusi dengan alasan
yang bermacam-macam, ada yang bilang
masyarakat tidak pernah minta karcis, ada yang
mengatakan lupa dirumah, ada yang mengatakan
habis.  Sedangkan  kolektor  dari  Dinas
Perhubungan setiap malam memberikan karcis
retribusi pada saat pemungutan retribusi kepada
petugas parkir ”.*®

17 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas
Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

1 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas
Perhubungan, tanggal 18 April 2023.
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Kasus yang paling sering terjadi di lapangan yaitu
petugas parkir yang memberi tarif tidak sesuai atau
melebihi tarif yang ditentukan dalam Peraturan Daerah
Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini berdasarkan
hasil wawancara kepada Kepala UPTD Perparkiran
Aryun Handayana yang mengatakan:

“Kasus yang paling banyak terjadi di
lapangan yaitu tarif parkir tidak sesuai Peraturan
Daerah, seperti parkir mobil Rp. 1.500 tapi minta
Rp. 3.000 — Rp. 5.000, hal ini telah disampaikan
Dinas Perhubungan melalui radio, tayangan
televisi (tv Pare) maupun media sosial bahwa bagi
pengguna jasa parkir apabila menemukan
pelanggaran dari juru parkir langsung melapor,
setelah menerima laporan tidak lama pihak dari
Dinas Perhubungan langsung turun ke lapangan
untuk  menindaklanjuti  juru  parkir  yang
melanggar ”.*°

Setelah itu Aryun Handayana, juga menjelaskan:
“Bagi petugas parkir yang melakukan
pelanggaran diberi 2 kali teguran dan jika masuk
laporan ke tiga barulah diberhentikan. Sanksi
pertama vyaitu push-up atau menyanyi lagu
Indonesia Raya, sanksi kedua berupa teguran lisan

1% Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas
Perhubungan, tanggal 18 April 2023.
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untuk menghimbau tidak melakukan pelanggaran

lagi, sanksi ketiga langsung diberhentikan.

Makanya syarat menjadi petugas parkir harus

berbadan sehat” *°

Adapun tanggapan Kurniawan selaku Kolektor Dinas
Perhubungan terkait petugas parkir yang memberi tarif
melebihi Peraturan Daerah yang berlaku, mengatakan:

“Kita dari Dinas Perhubungan ambil
keputusan untuk menindaki juru parkir yang
melanggar, seperti kasus pada suatu toko tarif
parkir mobil Rp. 1.500, tarif motor Rp. 1. 000
(sesuai Peraturan Daerah) tapi petugas parkir beri
tarif lebih dari itu, kita kasih peringatan 1-3 kali
berupa peringatan umum (teguran lisan) dan
teguran fisik (push-up atau lompat kodok), yang
paling sering diterapkan itu lompat kodok tapi
kalau sudah sampai 3 kali masuk laporan,

langsung diberhentikan”**

20 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas
Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

21 Hasil wawancara bersama Kurniawan Kolektor UPTD Perparkiran
Kota Parepare, wawancara di Lapangan Andi Makkasau, tanggal 15 April 2023.
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‘i’

Gambar 3.5: Sanksi Bagi Petugas Parkir Yang Melanggar

Dinas Perhubungan Kota Parepare telah menyediakan
layanan online untuk mempermudah menerima keluhan,
aduan dan laporan dari masyarakat. Layanan online Oke
Dishub terintegrasi dengan semua perangkat media sosial
milik Dinas Perhubungan Kota Parepare, sehingga
dengan cepat dapat merespon aduan yang masuk.

Berdasarkan jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan
Kota Parepare HM Iskandar Nusu yang mengatakan
bahwa:

“Layanan online Oke Dishub adalah inovasi
dari Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam
memberikan layanan pengaduan dengan cepat
dapat menanggapi, menyikapi dan memberikan
jawaban sekaligus solusi dari berbagai pengaduan
yang masuk terkait layanan perhubungan.
Masyarakat cukup menyampaikan keluhan maupun
laporan dan informasi seputar masalah
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perhubungan melalui layanan Oke Dishub yang
online 24 jam”.*

Adapun tambahan dari hasil wawancara kepada
Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana yang
mengatakan:

“Bila ada aduan dari layanan Oke Dishub
melalui barkot, seperti kasus-kasus yang paling
banyak terjadi dan sering masuk laporan yaitu
juru parkir diberi uang pecahan Rp. 2.000 tapi
tidak diberi kembalian, ada juga yang diberi
pecahan Rp. 5.000 tapi diberi kembalian Rp. 3.000
dan berbagai permasalahan lainnya. Setelah
menerima laporan, tidak sampai 5 menit kami
Dinas Perhubungan langsung datang tindak
lanjuti juru parkir tersebut”.*

Selanjutnya, Aryun Handayana menambahkan:

“Kita dari Dinas Perhubungan tidak tahu
pelayanan-pelayanan yang diberikan juru parkir
dilapangan kalau tidak ada laporan dari
masyarakat, makanya saya biasa sampaikan
kepada masyarakat bahwa kita dari Dinas
Perhubungan sangat terbantu jika mendapat

22 Hasil wawancara bersama HM Iskandar Nusu Kepala Dinas
Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal
18 April 2023.

2 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas
Perhubungan, tanggal 18 April 2023.
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laporan karena kita bisa evaluasi juru parkir yang

melakukan pelanggaran”.**

Jadi layanan online Oke Dishub ini dibuat sebagai
bentuk dari pelayanan publik, yang mana masyarakat
Kota Parepare dapat mengakses untuk menyampaikan
keluhan serta saran perbaikan terhadap pelayanan yang
didapatkan.

Adapun tujuan dari layanan online ini untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
program dan Kkinerja pemerintah agar penyelenggaraan
pelayanan yang diberikan berjalan baik sesuai yang
seharusnya. Berikut layanan pelaporan yang disediakan
Dinas Perhubungan Kota Parepare.

24 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas
Perhubungan, tanggal 18 April 2023.



Gambar 3.6: Layanan Aduan Dinas Perhubungan Kota Parepare
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Gambar 3.7: Platform Aduan Dinas Perhubungan Kota Parepare
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BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH
DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TARIF PARKIR DI KOTA PAREPARE

A. Praktik Pembayaran Parkir Parkir Di Kota Parepare
Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
menyatakan bahwa parkir adalah suatu keadaan dimana
kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara
waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.*

Parkir merupakan bisnis umum vyang dapat
dimanfaatkan semua pihak, akan tetapi pada praktiknya
tidak terlepas dari berbagai permasalahan.? Berkaitan
dengan permasalahan parkir salah satunya yaitu
penerapan biaya parkir ada dibawah kendali Pemerintah
Daerah yang bertujuan untuk mengurangi pungutan liar
yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung
jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD
Perparkiran Aryun Handayana pada tanggal 12 April

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

2 Putri Alisha, “Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola Tempat
Parkir Sepeda Motor Apabila Terjadi Kehilangan”, Jurnal limiah, 2018, 5.

77
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2023 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran, saat
ditanyakan mengenai jumlah titik parkir di Kota
Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

“Titik parkir di Kota Parepare sesuai
Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun
2018 ada 82 titik dengan kurang lebih 120 petugas
parkir karena ada beberapa titik yang petugas
parkirnya 2 orang (shiftt kerja). Peraturan
Walikota Nomor 18 Tahun 2018 berisi penunjukan
titik dan batas-batas parkir yang dikelola oleh
Pemerintah, seperti tepi jalan umum dan fasilitas
Pemerintah” >
Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2

Tahun 2012 Pasal 1 Tentang retribusi jasa umum,
dijelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum adalah pungutan sebagai pembayaran yang
dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Besarnya tarif parkir ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 25
sebagai berikut:

1. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan
umum:

a. Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-

% Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD
Perparkiran, tanggal 12 April 2023.
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Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
Kendaraan bermotor roda 4 dan 3 Rp. 1.500,-
Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-

2. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan umum
yang bersifat insidensial:

a.
b. Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
C.
d
e

Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-

Kendaraan bermotor roda 4 dan 3 Rp. 1.500,-

. Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
. Bagi kendaraan bermotor roda 6 atau lebih yang

parkir pada pukul 22.00 Wita. sampai dengan 07.00
Wita. pada tempat parkir yang ditetapkan,
dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 5.000,-
kecuali bagi wajib retribusi parkir tahunan.

3. Bagi kendaraan yang menggunakan system tahunan
dikenakan retribusi parkir sebagai berikut:

a.

b.

Kendaraan bermotor roda dua dikenakan retrribusi
parkir tahunan sebesar Rp. 25.000,-

Kendaraan bermotor roda 4 untuk jenis mikrolet
(bukan angkutan kota) Jeep, sedan, bus mini, pick
up dan truk dikenakan retribusi parkir tahunan
sebesar Rp. 60.000,-

Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk sejenis
Bus besar, truk besar dan truk gandengan
dikenakan retribusi parkirtahunan sebesar Rp.
90.000,-



80

d. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk jenis
Taxi dan angkutan kota dikenakan retribusi parkir
tahunan sebesar Rp. 35.000,-

e. Kendaraan yang menggunakan system parkir
tahunan adalah kendaraan bermotor dengan kode
wilayah K kecuali ditentukan lain berdasarkan
kerjasama antar daerah.

Kendaraan ~yang membayar  retribusi  parkir
sebagaimana system parkir tahunan dapat menggunakan
semua jenis tempat parkir atau lokasi parkir kecuali pada
gedung parkir yang dikelola oleh pihak swasta.

Berdasarkan hasil uraian data penelitian dari Bab 11,
penenliti mendapatkan fakta bahwa praktik pembayaran
tarif parkir di Kota Parepare menyalahi Peraturan Daerah
yang berlaku. Tarif parkir yang diberikan oleh petugas
parkir sifatnya variatif atau berbeda-beda. Tarif parkir
yang diberikan oleh petugas parkir tidak berdasarkan apa
yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 25 melainkan berdasarkan
kemauan pribadi dari petugas parkir tersebut, hal tersebut
dikonfirmasi dalam wawancara bersama petugas parkir di
Kota Parepare terkait tarif parkir yang diberikan.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terkait
praktik pembayaran parkir yang menyalahi Peraturan
Daerah tidak menjadi permasalahan bagi mereka. Firman,
pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan
kendaraannya sekitar Lapangan Andi Makkasau Parepare
mengatakan bahwa:
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“Saya bayar parkir Rp. 2.000, kadang Rp. 1.000
karena tarif parkir memang Rp. 1.000 tapi biasa petugas
parkir ambil Rp. 2.000 kalau dikasih uang pas. Kalau

saya sendiri tidak masalah karena saya ikhlas”.*

Jems, pengguna jasa parkir/pengunjung yang
memarkirkan kendaraannya di depan Cafe Sobat Kopi JI.
Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Saya juga tidak pernah dikasi karcis dan tidak
pernah minta juga tapi saya tidak permasalahkan kalau

dia ambil lebih karena saya ikhlas” >

Hal ini tentu berpengaruh terhadap implementasi
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan Daerah menjadi tidak terimplementasikan
dengan semestinya dikarenakan masyarakat tidak
keberatan terhadap retribusi parkir yang diberikan oleh
petugas parkir yang melibihi atau tidak sesuai Peraturan
Daerah.

Hal ini juga tentu disebabkan oleh minimnya
pemahaman masyarakat akan hukum yang diperoleh
berdasarkan hasil wawancara kepada pemgguna jasa
parkir. Dewi, pengguna jasa parkir/pengunjung yang
memarkirkan kendaraannya sekitar Lapangan Andi
Makkasau Parepare mengatakan bahwa:

4 Hasil wawancara bersama Firman pengguna  jasa  parkir,
wawancara di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

> Hasil wawancara bersama Jems pengguna jasa parkir, wawancara
di JI. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.
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“Saya tidak tahu tarif parkir di Peraturan Daerah
berapa, biasanya saya bayar parkir Rp. 2.000 - Rp. 3.000
(motor). Kalau saya kasih uang pecahan Rp. 2.000
petugas parkir tidak memberikan kembalian, jadi saya

kira pembayarannya sudah sesuai”.

Ica, pengguna jasa parkir/pengunjung yang
memarkirkan kendaraannya di Cafe Sobat Kopi JI.
Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

“kalau masalah tarif yang belaku saya kurang tahu
karena tidak pernah dengar informasinya dan tidak

pernah juga minta karcis parkir”.®

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengguna jasa
parkir terkait minimnya pemahaman terhadap tarif parkir
yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 2 Tahun 2012 disebabkan oleh petugas parkir
yang tidak memberikan karcis retribusi kepada pengguna
jasa parkir. Sedangkan UPTD Perparkiran Dinas
Perhubungan Kota Parepare telah menetapkan surat
pernyataan sebagai persetujuan petugas parkir dalam
menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku dan
memberikan Kkarcis retribusi kepada petugas parkir. hal
ini sesuai dari fakta wawancara kepada Kepala UPTD
Perparkiran Aryun Handayana yang mengatakan:

® Hasil wawancara bersama Ica pengguna jasa parkir, wawancara di
JI. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.
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“Kendalanya masih terdapat petugas parkir yang
tidak memberi karcis retribusi dengan alasan yang
bermacam-macam, sedangkan kolektor dari Dinas
Perhubungan setiap malam memberikan karcis retribusi
pada saat pemungutan retribusi kepada petugas parkir,
maka dari itu Dinas Perhubungan turun ke lapangan
menghimbau lewat pengeras suara menyampaikan
kepada pengguna jasa untuk minta karcis parkir, kalau
minta karcis tapi tidak dikasi sama petugas parkir

langsung melapor ke Dinas Perhubungan”.’

Dinas  Perhubungan  Kota  Parepare telah
menyediakan layanan online untuk mempermudah
menerima keluhan, aduan dan laporan dari masyarakat.
Layanan online Oke Dishub terintegrasi dengan semua
perangkat media sosial milik Dinas Perhubungan Kota
Parepare, sehingga dapat dengan cepat merespon aduan
yang masuk.

Apabila terdapat aduan yang masuk ke layanan Oke
Dishub, Aryun Handayana selaku UPTD Perparkiran
Kota Parepare mengatakan bahwa Kkasus-kasus yang
paling banyak terjadi dan sering masuk laporan yaitu juru
parkir diberi uang pecahan Rp. 2.000 tapi tidak memberi
kembalian atau membayar dengan pecahan Rp. 5.000 tapi
diberi kembalian Rp. 3.000 dan berbagai permasalahan
lainnya. UPTD Parkir Kota Parepare merespon laporan

7 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas
Perhubungan, tanggal 18 April 2023.
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terkait dengan memberikan sanksi terhadap petugas

parkir yang menyalahi Peraturan Daerah Kota Parepare

Nomor 2 Tahun 2012.

Aryun Handayana selaku UPTD Perparkiran Kota
Parepare mengatakan bahwa sanksi yang diberikan
beragam yakni pemberian peringatan 1 dan 2 berupa
peringatan umum (teguran lisan) dan teguran fisik seperti
push-up dan lompat kodok. Hal ini juga menjadi alasan
persyaratan bagi petugas parkir harus berbadan sehat.
Terkadang petugas parkir juga diberikan sanksi yakni
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi apabila
sudah masuk peringatan ketiga, petugas parkir langsung
diberhentikan dari tugasnya. Hal tersebut juga dibenarkan
oleh Kurniawan selaku kolektor UPTD Perparkiran Kota
Parepare.®

Adapun terkait faktor-faktor yang menyebabkan
praktik pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai
dengan Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 2 Tahun 2012 Peneliti mencoba merumuskan
antara lain sebagai berikut.

1. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya informasi
yang tersampaikan kepada masyarakat mengenai
tarif parkir yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan masyarakat selaku pengguna jasa
parkir, beberapa masyarakat tidak tahu terkait

& Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas
Perhubungan, tanggal 18 April 2023.
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retribusi parkir yang di atur dalam Peraturan Daerah
Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012.

2. Hal ini juga bisa terjadi dikarenakan selama ini
masyarakat Kota Parepare dengan sukarela
memberikan tarif lebih kepada petugas parkir. fakta
ini diperoleh berdasarkan wawancara bersama
masyarakat.

3. Praktik ini masih saja berlangsung dikarenakan
Pemerintah Kota Parepare belum sepenuhnya
memberikan efek jera kepada petugas parkir yang
melanggar aturan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Parkir
di Kota Parepare

Dari hasil penelitian yang diperoleh bekaitan dengan
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota
Parepare Sulawesi Selatan (Analisis Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)
untuk selanjutnya dianalisa agar didapatkan suatu
kesimpulan sebagai jawaban penelitian ini.

Pelayanan jasa parkir apabila ditinjau dalam Hukum
Islam dapat dimasukkan dalam akad ljarah dengan bentuk
pertukaran objek berupa manfaat pelayanan jasa disertai
pemberian upah. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000 meyatakan bahwa kebutuhan masyarakat
untuk memperoleh manfaat suatu barang sering
memerlukan pihak lain melalui akad ljarah, yaitu akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam
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waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.’

Akad ljarah dibagi menjadi 2 yaitu yaitu ljarah sewa
barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa
barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang
yang disewakan, sedangkan sewa jasa atau tenaga adalah
jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan. Keduanya
boleh dilakukan apabila memenuhi rukun dan syarat
ljarah.’® Dalam menjalankankan praktik  parkir
menggunakan ljarah sewa tenaga atau jasa (pengupahan).

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, rukun terbagi
menjadi 4 dengan syarat yang terdapat didalamnya,
sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad)
2. Sighat (ijab gabul).

3. Upah (ujroh)

4. Manfaat.

Berdasarkan analisis peneliti, terdapat syarat yang
belum terpenuhi dari salah satu rukun diatas yaitu syarat
jumlahnya yang tidak diketahui dengan jelas dan detail
pada Rukun Upah.

Rukun Upah atau ujroh diindikasikan belum
terpenuhi dalam praktik parkir di Kota Parepare, syarat

9 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000
Tentang Pembiayaan ljarah.
10 Jmam Mustofa, Op. Cit.,102.
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upah atau ujroh yakni jumlahnya diketahui dengan jelas
dan detail. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara
peneliti bersama petugas parkir, petugas parkir selama ini
tidak memberikan karcis dan penjelasan mengenai biaya
parkir yang seharusnya dibayarkan sesuai aturan yang
berlaku.

Jems, pengguna jasa parkir/pengunjung yang
memarkirkan kendaraannya di depan Cafe Sobat Kopi JI.
Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Mobil Rp. 3.000 - Rp. 5.000, saya tidak tahu tarif
parkir yang berlaku di sini karena belum cukup 1
tahun pindah. Kadang kalau bayar parkir pakai uang
Rp. Rp. 5.000 atau Rp. 10.000 dia ambil Rp. 3.000,
saya juga tidak pernah dikasi karcis dan tidak

pernah” !

Ica, pengguna jasa parkir/pengunjung yang
memarkirkan kendaraannya di Cafe Sobat Kopi Jl.
Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Parkir motor bayar Rp. 2.000 — Rp. 3.000, biasa saya
dapatkan petugas parkir ambil Rp. 2.000 kalau bayar
pakai uang pas, kalau masalah tarif yang belaku saya
kurang tahu karena tidak pernah dengar informasinya
dan tidak pernah juga minta karcis parkir. tapi saya

11 Hasil wawancara bersama Jems Pengguna Jasa Parkir, wawancara
di JI. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.
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ikhlas, tidak pernah komplain atau tegur karena
2 12

menghargai yang lebih tua) ”.

Tidak adanya karcis retribusi yang diberikan kepada
pengguna jasa parkir menyebabkan  masyarakat
memberikan biaya sesuai dengan kemauan oleh petugas
parkir tanpa mengikuti dasar aturan yang diberlakukan
oleh Pemerintah Daerah setempat yakni Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Aryun Handayana selaku Kepala UPTD Perparkiran

mengatakan bahwa:
“Kendalanya masih terdapat petugas parkir yang tidak
memberi karcis retribusi dengan alasan yang bermacam-
macam, ada yang bilang masyarakat tidak pernah minta
karcis, ada yang mengatakan lupa dirumah, ada yang
mengatakan habis. Sedangkan kolektor dari Dinas
Perhubungan setiap malam memberikan karcis retribusi
pada saat pemungutan retribusi kepada petugas
parkir”.*?

Petugas parkir yang tidak memberikan karcis dan
penjelasan mengenai biaya parkir yang seharusnya
dibayarkan merupakan sikap yang tidak sesuai dengan
rukun akad ljarah. Sikap tersebut sama halnya dengan

12 Hasil wawancara bersama Ica Pengguna Jasa Parkir, wawancara di
JI. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

13 Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Kantor UPTD
Perparkiran, tanggal 12 April 2023.
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memakan harta orang lain tanpa hak yang merupakan
perilaku dhalim.

Islam telah  mengharamkan segala  bentuk
kedhaliman dengan memakan harta orang lain tanpa hak.
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-
Bagarah [2] ayat 188:

g\@\ja’sjd.mugszz;;’s}\jj \;’sizxjj

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang
bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. 2 [Al-
Bagarah]: 188).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa memakan harta
yang bukan menjadi hak kita ialah perbuatan yang
dilarang oleh Allah SWT dan merupakan perbuatan
dhalim. Allah SWT memperingatkan hamba-Nya untuk
tidak memakan harta atau hak orang lain dengan cara
yang bathil.

Petugas parkir Kota Parepare yang dengan sengaja
mengambil tarif retribusi parkir yang lebih tanpa

14 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2/233  diakses
pada tanggal 1 Juni 2023 pada pukul 17.20 WIB.
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mengembalikan uang yang bukan seharusnya menjadi
miliknya merupakan perbuatan yang bathil.



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait
Tinjauan hukum islam terkait Pembayaran Parkir di Kota
Parepare Sulawesi Selatan (Analisis Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)
maka peneliti menyimpulkan antara lain sebagai berikut:
1. Praktik Pembayaran Parkir Di Kota Parepare

Terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2

Tahun 2012, tarif parkir yang diberikan oleh petugas

parkir tidak berdasarkan apa yang diatur di dalam

Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2

Tahun 2012 yang berlaku melainkan berdasarkan

kemauan pribadi dari petugas parkir tersebut.

Adapun terkait faktor-faktor yang menyebabkan

praktik pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai

dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2

Tahun 2012 antara lain sebagai berikut:

a. Kurangnya informasi yang tersampaikan kepada
masyarakat mengenai tarif parkir yang
sesungguhnya dan beberapa masyarakat tidak
tahu terkait retribusi parkir yang di atur dalam
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2
Tahun 2012.
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b. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait
hukum. Masyarakat Kota Parepare dengan
sukarela memberikan tarif lebih kepada petugas
parkir yang mengakibatkan petugas parkir
menjadi sewenang-wenang dalam menetapkan
tarif parkir.

c. Praktik ini masih saja berlangsung dikarenakan
Pemerintah Kota Parepare belum sepenuhnya
memberikan efek jera kepada pelaku yang
menjalankan praktik ini.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran
Parkir Di Kota Parepare, apabila ditinjau
berdasarkan akad ljarah dapat dianalisis bahwa
terdapat syarat yang belum terpenuhi dari salah satu
rukun yang disebutkan di atas, yaitu syarat jumlah
yang tidak diketahui dengan jelas dan detail pada
Rukun Upah. Rukun Upah atau ujroh diindikasikan
belum terpenuhi dalam praktik parkir di Kota
Parepare dikarenakan petugas parkir selama ini tidak
memberikan  karcis retribusi dan penjelasan
mengenai biaya parkir yang seharusnya dibayarkan
sesuai aturan yang berlaku.

B. SARAN

1. Pemerintah Kota Parepare terkhusus Dinas
Perhubungan UPTD Perparkiran perlu untuk
mensosialisasikan  tarif  parkir yang  sesuali
sebagaimana Peraturan Daerah Kota Parepare
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Nomor 2 Tahun 2012. Proses penyampaian
informasi dari Dinas Perhubungan selaku pembuat
kebijakan kepada masyarakat pengguna jasa parkir
selaku  pelaksana  kebijakan  yakni  dengan
menyampaikan informasi kebijakan melalui radio,
stasiun televisi dan pengeras suara. Namun belum
bekerja secara efektif dikarenakan masyarakat masih
juga belum mengetahui tarif yang berlaku
sesungguhnya. Peneliti memberikan saran agar
pemerintah daerah dapat memberikan informasi
secara masif dengan metode berbeda. Diantaranya,
pembuatan poster yang disebarkan/ditempelkan di
seluruh wilayah kerja dinas terkait. Contohnya
seperti pasar dan tempat keramaian lainnya. Selain
itu, pemerintah daerah dapat membuat dan
menggunakan spanduk sebagai salah satu instrumen
dalam media informasinya.

Peneliti memberikan saran agar Pemerintah Daerah
dalam hal ini Dinas Terkait dapat me-review kembali
kebijakan hukuman mengenai penyelewengan biaya
parkir. Selama ini sanksi pertama yang diberlakukan
yaitu push-up atau menyanyi lagu Indonesia Raya,
sanksi kedua berupa teguran lisan  untuk
menghimbau tidak melakukan pelanggaran lagi,
sanksi ketiga langsung diberhentikan. Peneliti
memberikan saran agar sanksi yang diberlakukan
haruslah lebih tegas dengan sanksi pertama petugas
parkir yang melanggar dapat diberi surat teguran dan
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skorsing selama beberapa rentan waktu. Dan jika
kembali melakukan, Dinas terkait dapat memberikan
hukuman pencabutan izin dan memberhentikannya.
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LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Kepada Petugas Parkir Kota Parepare

Narasumber:
1. Nama
Usia

Lokasi wawancara

Tanggal wawancara

: Helmi

: 43 Tahun

: Taman Anak-Anak Cappa
Galung JI. Mattiro Tasi

: 11 Maret 2023

2. Nama : Rifaldi
Usia : 17 Tahun
Lokasi wawancara  : Patung Kuda JI. Mattiro Tasi
Tanggal wawancara : 11 Maret 2023
3. Nama : Hasrudi
Usia : 35 Tahun
Lokasi wawancara  : Kimia Farma Jl. Bau Massepe
Tanggal wawancara : 11 Maret 2023
4. Nama > Ismail
Usia : 41 Tahun
Lokasi wawancara  : Alfamart JI. Lasinrang
Tanggal wawancara : 11 Maret 2023
Pertanyaan:
1. Sudah berapa lama bekerja sebagai petugas parkir?
2. Bagaimana proses awal bekerja mnjadi petugas parkir?
3. Apakah seragam parkir dibeli sendiri atau dari Dinas
Perhubungan?
4. Siapa yang menentukan lahan untuk dijadikan tempat
parkir? Apakah lahan ini milik pemerintah atau swasta?
5. Apabila menggunakan lahan pemerintah/swasta, apakah

hasil parkir dibagi dua dengan pemilik lahan?
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6. Bagaimana sistem kerja petugas parkir? mulai dari jam
berapa sampai jam berapa?

7. Bagaimana jika pengunjung hanya sebentar memarkirkan
kendaraannya, apakah tetap membayar parkir?

8. Bagaimana jika pengunjung tidak turun dari kendaraan,
apakah tetap membayar parkir?

9. Tarifnya berapa?

10.Apakah memberikan karcis parkir kepada pengunjung?
Alasannya?

11.Setelah bekerja, apakah membayar setoran atau hasilnya
untuk diri sendiri?

12.Jika membayar setoran, dibayar ke siapa? kapan? Dan
bagaimana aturan setorannya?

13.Berapa pendapatan perhari?

14.Bagaimana jika pendapatan dibawah standar, apakah
tetap membayar setoran sesuai perjanjian awal?

15.Apakah pernah ada permasalahan terkait tarif parkir?

16.Apa sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan jika
mendapati petugas parkir tidak bekerja sesuai aturan?

Pedoman Wawancara Kepada Pengguna Jasa Parkir
Narasumber:
1. Nama : Dewi
Lokasi wawancara  : Lapangan Andi Makkasau
Tanggal wawancara : 1 April 2023

2. Nama :lca
Lokasi wawancara  : Cafe Sobat Kopi JI. Veteran
Tanggal wawancara : 1 April 2023

3. Nama : Firman
Lokasi wawancara  : Lapangan Andi Makkasau
Tanggal wawancara : 1 April 2023

4. Nama : Majid
Lokasi wawancara : Pasar Senggol Kota Parepare
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Tanggal wawancara : 3 April 2023

5. Nama : Jems
Lokasi wawancara  : Cafe Sobat Kopi JI. Veteran
Tanggal wawancara : 3 April 2023

Pertanyaan :

1. Berapa tarif parkir dibayarkan setiap memarkirkan
kendaraan?

2. Apakah bapak/ibu mengetahui tarif parkir yang berlaku
di Kota Parepare?

3. Tarif parkir yang berlaku di Kota Parepare Rp. 1.000
untuk kendaraan roda 2 dan Rp. 1.500 untuk kendaraan
roda 4, apakah pernah membayar parkir melebihi tarif
tersebut?

4. Apakah bapak/ibu keberatan jika petugas parkir
mengambil tarif melebihi/tidak sesuai Peraturan Daerah?

5. Apakakah bapak/ibu pernah komplain jika petugas pakir
mengambil tarif melebihi Peraturan Daerah?

6. Apakah bapak/ibu diberikan karcis retribusi saat
memarkirkan kendaraan?

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai petugas
parkir yang terkait petugas parkir yang memberikan tarif
melebihi/tidak sesuai Peraturan Daerah?

8. Apa yang dilakukan bapak/ibu jika menemukan petugas

parkir yang melebihi Peraturan Daerah? Apakah akan
melapor kepada Dinas Perhubungan, komplain, atau
tidak mempermasalahkan?

Pedoman Wawancara Kepada Dinas Perhubungan Kota

Parepare
Narasumber:
1. Nama : HM Iskandar Nusu
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Tanggal Wawancara  : 12 April 2023
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2. Nama : Aryun Handayana
Jabatan : Kepala UPTD Perparkiran
Tanggal Wawancara  : 12 April dan 18 April 2023
3. Nama : Kurniawan
Jabatan : Kolektor Dinas Perhubungan

Tanggal Wawancara  : 15 April 2023

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah titik parkir di Kota Parepare?

2. Berapa jumlah petugas parkir di Kota Parepare?

3. Selain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum dan Peratur an Walikota Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum
dalam Kota Parepare, apakah masih ada Peraturan
Daerah/Walikota lain yang mengatur tentang parkir?

4. Bagaimana prosedur penentuan titik parkir?

Bagaimana prosedur petugas parkir mengelola parkir di

lahan-lahan parkir Kota Parepare

a. Lahan parkir milik pemerintah

b. Lahan parkir milik swasta

c. Lahan parkir insidentil/darurat

Apa syarat menjadi petugas parkir?

7. Apa ketentuan petugas parkir dalam menjalankan
tugasnya di lapangan?

8. Bagaimana cara mengetahui petugas parkir resmi dari
Dinas Perhubungan?

9. Bagaimana ciri-ciri seragam parkir dari Dinas
Perhubungan?

10. Berapa lama masa berlaku id-card mpetugas parkir?
bagaimana jika petugas parkir tetap menggunakan yang
belum diperbaharui?

11. Bagaimana dengan petugas parkir yang terdapat di
Alfamart dan lain-lain, apakah termasuk petugas parkir
resmi?

o

o
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Bagaimana  ketentuan jika  terjadi  kehilangan
kendaraan/barang pengguna jasa parkir?

Bagaimana prosedur pemungutan retribusi parkir?
Bagaimana sistem pemungutan retriusi parkir? apakah
pemungutan retribusi parkir sama di tiap titik parkir? dan
bagaimana jika retribusi parkir tidak sesuai standar?
Bagaimana jika ditemukan petugas parkir yang memberi
tarif melebihi atau tidak sesuai Peraturan Daerah Kota
Parepare yang berlaku?

Bagaimana jika ditemukan petugas parkir yang tidak
memberi karcis parkir?

Bagaimana cara masyarakat melaporkan jika terjadi
pelanggaran terhadap petugas parkir? dan dimana
masyarakat bisa melapor?

Apa sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan jika
petugas parkir melanggar aturan?

Bagaimana peran Dinas Perhubungan mengawasi
petugas parkir yang ada di Kota Parepare?
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Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber Petugas
Parkir

1. Dokumentasi wawancara bersama Helmi selaku petugas
parkir di Taman Anak-anak Cappa Galung JI. Mattiro
Tasi Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2023.

2. Dokumentasi wawancara bersama Rifaldi selaku petugas
parkir di Patung Kuda JI. Mattiro Tasi Kota Parepare,
pada tanggal 11 Maret 2023.
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3. Wawancara bersama Hasrudi selaku petugas parkir di
selaku petugas parkir di Kimia Farma JI. Bau Massepe
Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2023.

4. Wawancara bersama Ismail selaku petugas parkir di
Alfamart JI. Lasinrang Kota Parepare, pada tanggal 11
Maret 2023.
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Dokumentasi Wawancara Kepada Narasumber Pengguna
Jasa Parkir

1. Wawancara kepada Dewi selaku pengguna jasa parkir di
Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, pada tanggal 1
April 2023.

2. Wawancara kepada Ica selaku pengguna jasa parkir di
Cafe Sobat Kopi JI. Veteran Kota Parepare, pada tanggal
1 April 2023.
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3. Wawancara kepada Firman selaku pengguna jasa parkir
di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, pada tanggal
1 April 2023.

4. Wawancara kepada Majid selaku pengguna jasa parkir di
Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 3 April 2023.

5. Wawancara kepada Jems selaku pengguna jasa parkir di
Cafe Sobat Kopi JI. Veteran Kota Parepare, pada tanggal
3 April 2023.
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Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber Dinas
Perhubungan Kota Parepare

1. Wawancara bersama HM Iskandar Nusu selaku Kepala
Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 12 April
2023.

2. Wawancara bersama Aryun Handayana selaku Kepala
UPTD Perparkiran, Andi M. Fitrah Adjil selaku
Koordinator Administrasi dan A. Ahmad Mawaifah
selaku kolektor Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada
tanggal 12 April 2023.
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Wawancara bersama Aryun Handayana selaku Kepala
UPTD Perparkiran dan Hendra Basri selaku Kepala Sub
Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian Dinas
Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 18 April 2023.

4. Wawancara bersama Kurniawan selaku Kolektor Dinas
Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 15 April 2023.
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